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TENTANG HAK CIPTA 

 
1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak 

ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i 
untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). 

2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 
huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah). 

3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta 
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi 
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 
huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara 
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar 
rupiah 
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SIPUKAT SOLUSI PERENCANAAN 

TRANSMIGRASI 

Pembangunan Nasional Indonesia adalah pembangunan 

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat 

Indonesia seluruhnya. Pembangunan Nasional merupakan 

cerminan kehendak terus menerus meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. 

Menurut UU No. 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian 

diarahkan untuk mencapai kesejahteraan, kemandirian, integrasi 

transmigran dengan penduduk sekitar dan kelestarian fungsi 

lingkungan secara berkelanjutan. Reorientasi transmigrasi dalam 

pembangunan berbasis wilayah sebetulnya memposisikan 

kembali hakikat daripada pembangunan transmigrasi yaitu 

pembangunan daerah melalui pembangunan pedesaan baru. 

Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk 

mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih 

terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan 

kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya. 

Untuk meningkatkan kemajuan informasi data 

ketransmigrasian, diperlukan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi. Saat ini menyediakan pilihan teknologi dan 

infrastruktur komunikasi yang dapat diimplementasikan untuk 

mengelola data kawasan transmigrasi baik spasial maupun 

atribut yaitu dengan menerapkan teknologi berbasis spasial, atau 

awam dikenal dengan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). 

Teknologi SIG dapat dipadukan dengan teknologi internet. 

Teknologi ini sangat membantu dalam mengakses peta terpadu 

kawasan transmigrasi dan data atributnya dengan cepat dan 

dapat dilakukan di mana saja. Untuk menunjang data yang cepat 
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dan akurat tentang ketransmigrasian di era digitalisasi, 

dibutuhkan suatu terobosan inovasi informasi yang informatif. 

Dengan Buku Sipukat Solusi Perencanaan Transmigrasi, 

menjadi modal bagi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 

dalam menghasilkan basis data yang akurat dan tepat sesuai 

kebutuhan masyarakat. Saat ini telah tersedia Aplikasi SIPUKAT 

yang dapat digunakan sebagai solusi perencanaan transmigrasi 

dan pengambilan kebijakan program transmigrasi ke depannya. 

 

Salam Transmigrasi 
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KATA SAMBUTAN 

 

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat 

diselesaikan Buku Sipukat Solusi Perencanan Transmigrasi. Buku 

ini bertujuan untuk menyajikan Informasi Kawasan Transmigrasi 

dalam bentuk WebGIS yang diharapkan dapat memberi 

kemudahan kepada stakeholder dalam pengambilan kebijakan 

dan perencanaan.  

Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi 

(SIPUKAT) berbasis Geographic Information System (WebGIS) 

generasi baru merupakan inovasi dalam penyajiaan Informasi 

Tata Ruang dan Profil Kawasan Transmigrasi yang dapat diakses 

oleh Pemangku Kepentingan (stakeholder) dan masyarakat 

umum melalui jaringan internet. Kelengkapan informasi yang ada 

di SIPUKAT menggambarkan Profil Kawasan Transmigrasi yang 

meliputi hasil kajian Potensi Kawasan, Peta Penetapan Kawasan 

dengan SK Menteri, Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), 

Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP), Rencana Teknis 

Satuan Pemukiman (RTSP), Program RPJMN 2020-2024, 

Pengembangan Usaha Transmigrasi 2020-2024, Data 

Penempatan Transmigran, dan Izin Pelaksanaan Transmigrasi 

(IPT).  

SIPUKAT juga memberikan informasi kawasan yang terkait 

Komoditas Unggulan, Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Produk 

Unggulan Kawasan Pedesaan (Prukades), HPL, Lokasi Wisata, 

Kawasan Transmigrasi-Perdesaan dan Video di Kawasan 

Transmigrasi. 

Sampai saat ini perkembangan SIPUKAT sebagai salah satu 

sistem informasi dalam era teknologi 4.0, sebagai kebutuhan 

basis data yang lengkap dan terintegrasi untuk pelaksanaan 
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kegiatan ketransmigrasian. Dengan adanya SIPUKAT diharapkan 

dapat meningkatkan kinerja Direktorat Jenderal Pembangunan 

dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, melalui satu sistem 

informasi yang user friendly dengan menyajikan peta dengan 

atributnya, sehingga dapat memberikan layanan informasi yang 

informatif data ketransmigrasian sebagai perencanaan 

transmigrasi. 

      

 Jakarta, Mei 2021 

          

 Direktur Jenderal 
Pembangunan dan Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi 
 
 

 
 

Ir. Rr. Aisyah Gamawati, MM. 
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KATA PENGANTAR 

 

SIPUKAT menyajikan informasi visual data spasial berupa 

peta dilengkapi citra satelit dan drone yang menggambarkan 

kondisi riil lapangan. Peta dasar Indonesia yang digunakan dalam 

SIPUKAT berasal dari Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai 

bagian dari One Map Policy Pemerintah.  

SIPUKAT mengintegrasikan beberapa peta dan atributnya 

menjadi kumpulan layer yang terdiri dari Kawasan Transmigrasi, 

Potensi Kawasan, Komoditas Unggulan, SKP, RSKP, RTSP, IPT, 

HPL, Kawasan Transmigrasi-Perdesaan, Bumdes dan Prukades. 

Layanan SIPUKAT memberikan informasi berupa data peta, data 

tabular, dan video kawasan transmigrasi. 

SIPUKAT digunakan untuk melaksanakan tata kelola 

pemerintahan yang baik dalam meningkatkan akuntabilitas, 

efektivitas, efisiensi dan transparansi Teknologi Informasi Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang 

terintegrasi. SIPUKAT menggunakan teknologi WebGIS sebagai 

inovasi dalam menyajikan gambaran visual secara geografis. Data 

disajikan melalui citra, peta maupun kenampakan permukaan 

(relief) yang merupakan representasi kondisi riil lapangan secara 

maksimal hingga skala tertentu, serta diintegrasikan dengan data 

spasial ketransmigrasian. 

Penyajian Profil Kawasan Transmigrasi pada SIPUKAT 

berbasis WebGIS diatur dalam beberapa layer peta yang dapat 

dilakukan overlay sehingga lebih interaktif, jelas dan informatif. 

Layer peta dasar penting yang dapat ditampilkan di antaranya 

Peta Penetapan Kawasan Hutan dari Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan serta Peta Citra Rupa Bumi Indonesia (RBI) 

dari Badan Informasi Geospasial (BIG).  
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Dengan terbitnya Buku Sipukat Solusi Perencanaan 

Transmigrasi, berharap bagi para pemangku kepentingan untuk 

pengembangan kawasan transmigrasi dapat mengambil 

kebijakan yang akurat dan tepat, sehingga keberhasilan program 

transmigrasi dapat sesuai dengan target yang cepat, efektif dan 

efisien. 

 

Jakarta, Mei 2021 

Direktur  

Perencanaan Perwujudan 

 Kawasan Transmigrasi 

 

 

Dr. R. Bambang Widyatmiko, S.Si., MT.  
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2 SIPUKAT  

1.1 Latar Belakang 

Transmigrasi sebagai salah satu program kependudukan di 

Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Dimulai dari zaman 

Pemerintah Kolonial Belanda Tahun 1905 (dikenal dengan istilah 

kolonisasi) dengan sasaran utama selain untuk mengurangi 

kepadatan penduduk di Pulau Jawa, juga untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga kerja di daerah-daerah luar Jawa. Setelah 

kemerdekaan, pada awal orde lama, selain tujuan demografis, 

sesuai Undang-Undang No.20/1960, tujuan transmigrasi adalah 

meningkatkan keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, 

serta mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 

Pada Orde Baru, tujuan utama transmigrasi semakin 

berkembang ke arah tujuan-tujuan non demografis lainnya. 

Undang-Undang No.3 Tahun 1972 menyatakan tujuan 

transmigrasi adalah peningkatan taraf hidup, pembangunan 

daerah, keseimbangan sumber-sumber alam dan tenaga manusia, 

kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat pertahanan 

dan ketahanan nasional. Pergeseran orientasi ke arah 

pembangunan wilayah menyebabkan permukiman transmigrasi 

didesain untuk ditumbuh kembangkan menjadi pusat-pusat 

pertumbuhan. 

Pada Era Otonomi Daerah, transmigrasi masih menjadi salah 

satu model pembangunan. Namun penyelenggaraan transmigrasi 

dihadapkan pada tantangan terkait dengan perubahan tata 

pemerintahan. Penyelenggaraan transmigrasi yang selama ini 

berciri sentralistik, kini dihadapkan pada tantangan berupa 

penerapan asas desentralisasi dan ekonomi. Desentralisasi telah 

menjadi sumber tekanan domestik untuk memperbaharui 

program transmigrasi. Penerapan otonomi daerah selain 

menyebabkan pergeseran kewenangan pada penyelenggaraan 

transmigrasi, juga mengharuskan pelaksanaan transmigrasi 
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sepenuhnya disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi 

spesifik daerah. 

Dalam perjalanan panjang pelaksanaan transmigrasi, fakta-

fakta yang menunjukkan berbagai keberhasilan program ini baik 

dari sisi tujuan demografis maupun non demografis. Namun 

demikian, berbagai stigma negatif juga menyertai kinerja 

transmigrasi sejak reformasi atau era otonomi daerah dan 

penolakan transmigrasi di beberapa daerah. Transmigrasi sebagai 

contoh yang khas dan strategi pengembangan wilayah yang 

original di Indonesia, pada dasarnya masih merupakan program 

yang masih dibutuhkan di daerah-daerah terutama dalam konteks 

pengembangan wilayah di luar Pulau Jawa. 

Pelaksanaan program transmigrasi adalah pemerataan pada 

berbagai aspek pengembangan, seperti pendidikan kesehatan, 

mental spiritual/keagamaan, olahraga, kesenian dan lain-lain. 

Transmigrasi memiliki peran yang sangat penting bagi 

pembangunan nasional dan transmigran sebagai objek 

penyelenggaraan transmigrasi telah berkontribusi dalam 

pengembangan daerah. 

Tantangan transmigrasi saat ini tidak hanya pemerataan 

jumlah penduduk, namun juga menjadi bagian integral dari 

pembangunan daerah dan penyelenggaraannya disesuaikan 

dengan karakteristik dan kondisi spesifik daerah dan 

mengharuskan implementasi transmigrasi lebih berwawasan 

kultural dan kearifan lokal. Peningkatan kerja sama yang 

harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 

transmigrasi, serta dengan masyarakat (pemangku adat dan 

tokoh masyarakat) setempat terkait penyediaan dan status 

kepemilikan lahan. 

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis di Indonesia, 

transmigrasi dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat 

sekitarnya. 

2. Peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah. 

3. Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. 
 

Transmigrasi tidak lagi merupakan program pemindahan 

penduduk Indonesia, melainkan upaya untuk pengembangan 

wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down 

dari Kementerian, melainkan berdasarkan kerja sama Antar 

Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. 

Penduduk setempat semakin diberi kesempatan besar untuk 

menjadi transmigran setempat (TPS), proporsinya 50:50 dengan 

transmigran Penduduk Asal (TPA). 

Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk 

mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih 

terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan 

kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya. 

Penyelenggaraan transmigrasi hanya ada di Indonesia dan 

sangat relevan menjadi solusi bagi pembangunan NKRI. Visi 

transmigrasi ke depan adalah menjadikan transmigrasi yang 

harmonis, tangguh dan sejahtera.  

Reorientasi konsep transformasinya ke perpindahan 

sukarela dengan prinsip menjaga keharmonisan budaya, serta 

mengarah pada pemenuhan kebutuhan hidup guna meningkatkan 

kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar. 

 

1.2 Isu-Isu Pembangunan Ketransmigrasian 

Secara umum pelaksanaan transmigrasi telah menunjukkan 

keberhasilan dalam berbagai pembangunan. Namun, di balik 

keberhasilan tersebut, berbagai stigma negatif melekat pada 

program transmigrasi. Terkait dengan stigma negatif ini, Siswono 
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(2003) juga mengemukakan beberapa aspek yang menyebabkan 

terpuruknya citra program transmigrasi yang bermuara pada 

penolakan di berbagai daerah. Di antaranya adalah: (a) terlalu 

berpihaknya kepada etnis pendatang (transmigran) dalam 

pemberdayaan dan pembinaan masyarakat di unit pemukiman 

transmigrasi (UPT) dan kurang memperhatikan penduduk 

sekitar. Perbedaan ini, mengakibatkan perkembangan UPT relatif 

lebih cepat ketimbang desa-desa sekitarnya sehingga 

menimbulkan kecemburuan yang berdampak sangat rentan 

terhadap konflik; (b) sistem pemberdayaan dan pembinaan 

masyarakat transmigrasi dilaksanakan dengan pendekatan 

sentralistik, yang mengakibatkan budaya lokal nyaris tidak 

berkembang, sementara budaya pendatang lebih mendominasi; 

(c) proses perencanaan kawasan permukiman transmigrasi 

kurang dikomunikasikan dengan masyarakat sekitar. Akibatnya, 

masyarakat sekitar permukiman transmigrasi tidak merasa 

terlibat, dan karenanya tidak ikut bertanggung jawab atas 

keberadaannya; (d) adanya pembangunan permukiman 

transmigrasi yang eksklusif sehingga dirasakan kurang adanya 

keterkaitan secara fungsional dengan lingkungan sekitarnya; (e) 

adanya pemukiman transmigrasi yang tidak layak huni, layak 

usaha dan layak berkembang dan justru menjadi desa tertinggal. 

Anharudin dkk (2006) juga mengemukakan, meskipun 

program transmigrasi telah berhasil membangun desa-desa baru, 

namun sebagian di antaranya belum sepenuhnya mampu 

mencapai tingkat perkembangan secara optimal, yang mampu 

menopang pengembangan wilayah, baik wilayah itu sendiri atau 

wilayah lain yang sudah ada. Bahkan menurut Haryati dkk (2006) 

sebagian dari permukiman transmigrasi tersebut direlokasi 

karena kondisinya dinilai tidak layak untuk berkembang. 

Pembangunan transmigrasi yang dilaksanakan sebelum 

otonomi yang berlandaskan UU No. 3 Tahun 1972, sebenarnya 
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sudah dirancang atas dasar struktur kawasan yang berciri 

hirarkis, dari satuan kecil (SP) hingga terbesar (SWP). Dalam 

struktur perwilayahan ini, pengembangan transmigrasi 

mengikuti mekanisme pasar dan berjenjang yaitu pola aliran 

produksi yang dihasilkan adalah SP ke pusat SKP, dan pusat-pusat 

SKP menuju pusat WPP dan selanjutnya dikumpulkan di pusat 

SWP yang merupakan pintu gerbang pemasaran ke arah luar 

wilayah.  

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat transmigran, pertama kali masuk ke wilayah adalah 

melalui gerbang di pusat SWP,  kemudian didistribusikan ke 

pusat-pusat yang lebih rendah (SKP) sampai di pusat-pusat SP. 

Melalui pola, wilayah-wilayah sekitar permukiman transmigrasi 

diharapkan akan berkembang karena adanya keterkaitan yang 

saling menguntungkan antar kawasan permukiman dengan 

wilayah sekitar. 

Namun demikian, dalam praktiknya tidak selalu berlangsung 

sesuai dengan konsep tersebut. Ini disebabkan wilayah-wilayah di 

luar permukiman transmigrasi yang diskenariokan sebagai pusat 

pelayanan proses produksi (penyedia input, jasa keuangan, 

pengolahan hasil pemasaran) tidak dapat berperan sebagaimana 

yang diharapkan, karena tidak tersedianya infrastruktur dan 

kelembagaan yang memadai untuk mendukung peran sebagai 

pusat pelayanan pada wilayah-wilayah di luar permukiman 

transmigrasi. Setelah otonomi daerah, pada dasarnya sudah ada 

pergeseran paradigma transmigrasi yang eksklusif ke paradigma 

inklusif, atau secara konseptual melibatkan masyarakat desa-desa 

sekitar sebagai bagian dari kawasan transmigrasi. Sebagaimana 

yang dinyatakan dalam UU No. 15 Tahun 1997, PP No. 2 Tahun 

1999 dan UU No. 29 Tahun 2009, lingkup geografis kawasan 

transmigrasi terdiri dari permukiman baru transmigrasi, desa-

desa eks transmigrasi dan desa-desa setempat. 
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Setelah otonomi daerah, pada dasarnya sudah ada 

pergeseran paradigma transmigrasi yang eksklusif ke paradigma 

inklusif, atau secara konseptual melibatkan masyarakat desa-desa 

sekitar sebagai bagian dari kawasan transmigrasi. Sebagaimana 

yang dinyatakan dalam UU No. 15 Tahun 1997, PP No. 2 Tahun 

1999 dan UU No. 29 Tahun 2009, lingkup geografis kawasan 

transmigrasi terdiri dari permukiman baru transmigrasi, desa-

desa eks transmigrasi dan desa-desa setempat. Namun secara 

praktis masih ada keterpisahan antara masyarakat transmigrasi 

yang berada di dalam unit permukiman yang dibangun secara 

terkonsentrasi dengan masyarakat sekitar atau setempat yang 

berada di luar unit. Keterpisahan bukan saja secara konseptual, 

tetapi juga terwujud dalam bentuk-bentuk perlakuan, program 

dan input (pemberian), yang bias ke warga yang di dalam unit 

permukiman transmigrasi. 

Yudohusodo (1998) juga mengakui bahwa penyelenggaraan 

program transmigrasi menghadapi banyak kendala yang 

berpotensi menimbulkan baik masalah baru maupun dapat 

menimbulkan kerawanan dan kegagalan yang dapat 

mendatangkan risiko tidak kecil. Selanjutnya disebutkan pula 

bahwa ada tiga kendala utama dalam penyelenggaraan program 

transmigrasi, yaitu (1) kendala struktural, berupa lemahnya 

organisasi, sumber daya aparat dan masalah-masalah lain yang 

berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi, baik dengan 

program-program sektor lain, (2) kendala substansial yang 

berkaitan dengan kebutuhan agar pembangunan transmigrasi 

ikut memantapkan pembangunan nasional meskipun anggaran 

terbatas dan (3) kendala teknis operasional, yang disebabkan oleh 

kompleks masalah pembangunan transmigrasi, antara lain  

kurang tepat pemilihan lokasi, ketidaktelitian dalam studi 

kelayakan, kurang sesuai penataan ruang dan pola usaha, kurang 

terpadu program antar sektor dan antar kegiatan pembangunan. 
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Sementara itu, penduduk desa sekitar masih terabaikan, 

berbagai isu-isu mendasar tersebut merupakan kendala yang 

dihadapi dalam mewujudkan transmigrasi sebagai pusat 

pertumbuhan ekonomi. Isu-isu tersebut juga menjadi faktor 

utama menurunnya kinerja transmigrasi sejak era otonomi 

daerah, karena sebagian daerah tidak lagi menempatkan program 

transmigrasi sebagai kebijakan prioritas. 

 

1.3 Masalah Umum Transmigrasi yang Menimbulkan 

Konflik 

Masalah umum yang berperan sebagai pendorong konflik 

dalam pembangunan transmigrasi yaitu: 

1. Wilayah pengembangan transmigrasi setiap wilayah 

pengembangan transmigrasi sifatnya unik wilayah yang satu 

tidak sama karakteristiknya dengan wilayah lainnya, baik 

fisik, klimatologi, sosial maupun budaya. Untuk itu 

dibutuhkan studi mendalam untuk membuat program 

transmigrasi itu dapat berjalan dengan baik. 

2. Pengetahuan dan keterampilan transmigran dan masyarakat 

lokal: masih rendahnya pengetahuan transmigran terhadap 

daerah barunya, baik dari aspek maupun dari adaptasi 

budaya dengan daerah barunya. 
 

Peran Transmigran di daerah transmigrasi, yaitu: 

a. Harapan pemerintah bahwa penempatan transmigran umum 

akan membuat komposisi penduduk menjadi heterogen 

sehingga menjadikan masyarakat lokasi lebih dinamis. 

b. Transmigrasi umum menjadi agent of technological 

innovation bagi masyarakat lokal sehingga proses alih 

teknologi dapat berlangsung dengan baik. 

c. Transmigrasi lokal bisa mencontohi teknologi bertani dari 

transmigran umum.  
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1.3.1 Strategi Pencegahan Konflik 

Berkaitan dengan spesifikasi di daerah penerima 

transmigrasi dan berkembangnya (mengacu penelitian Pursudi 

Suparlan 1997), maka pencegahan konflik dalam proses program 

transmigrasi diarahkan pada dua tahap yang harus dilakukan 

sebagai berikut: 

1. Persiapan 

a. Penentuan lokasi transmigrasi dan calon transmigran 

berdasarkan penelitian. Pemerintah perlu bekerjasama 

dengan Perguruan Tinggi setempat dalam menangani suatu 

persiapan program transmigrasi. 

b. Kerja sama pemerintah daerah penerima dalam 

memberikan pemahaman pada calon transmigran tentang 

lingkungan dan masyarakat yang daerahnya dijadikan 

lokasi transmigrasi 

c. Memberi pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat 

asli yang daerahnya akan dijadikan lokasi transmigrasi. 

d. Penelitian yang memadai tentang daerah yang diincar 

sebagai kawasan pemukiman apakah layak atau tidak. 

e. Studi perencanaan teknis pemukiman dengan melibatkan 

masyarakat lokal pemilik tanah yang akan dijadikan lokasi 

pemukiman. 
 

2. Pelaksanaan 

a. Pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan lahan 

usaha kepada transmigran dan penduduk asli. 

b. Penempatan disesuaikan dengan pola pemukiman 

penduduk asli atau berada di antara atau bersama-sama 

dengan penduduk asli, yaitu agar menghindari perbedaan 

permukiman secara menyolok sehingga orang asli merasa 

memiliki program itu. 
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Penyelenggaraan transmigrasi melalui dua tahap ini, 

mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan penyiapan 

pemukiman yang layak huni, layak usaha dan layak berkembang, 

pengarahan dan penempatan serta pembinaan masyarakat 

transmigrasi dan pembinaan lingkungan pemukiman 

transmigrasi sampai dengan penyerahannya kepada pemerintah 

daerah. Dalam kaitannya, perlu dilakukan pendekatan-

pendekatan yang dirasa perlu segera mendapatkan perhatian 

adalah; (1) desentralisasi, yaitu peningkatan peran pemerintah 

daerah, (2) demand, mengacu pada pengerahan dan penempatan, 

(3) partisipasi masyarakat, mengacu pada peran aktif masyarakat, 

(4) target fisik dan non fisik, (5) pola usaha dan (6) informatif.  

Untuk itu, keputusan mau tidaknya bertransmigrasi, 

hendaknya tetap berada pada masyarakat baik sebagai individu 

atau kelompok tanpa suatu paksaan. Oleh karena itu daerah 

tujuan dan prospek pengembangannya akan memegang peranan 

penting dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

program transmigrasi. 
 

1.4 Wilayah  

1.4.1 Pengertian Wilayah 

Pengertian Wilayah secara umum adalah suatu bagian dari 

permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar 

pengertian, batasan dan perwatakan fisik-geografis mengacu 

pada UU No. 42/1992 tentang Penataan Ruang, Wilayah 

didefinisikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur terkait padanya yang baru dan sistemnya 

ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek 

fungsional. 
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Mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 

Tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan 

kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya 

yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif dan atau aspek fungsional.  

Menurut Rustiadi, et al (2006) wilayah dapat didefinisikan 

sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di 

mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain 

saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah 

tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat 

dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen 

biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta 

bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah 

menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya lainnya 

yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. 

 Istilah wilayah juga dapat digunakan untuk hal-hal antara 

lain: wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi 

berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut 

yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian 

rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah 

perencanaan;  

Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) adalah wilayah 

potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman 

transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah 

yang baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota.  

Dengan demikian, maka batasan wilayah dalam kajian ini 

diartikan sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis 

beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau 

aspek fungsional. 
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1.5 Kawasan 

1.5.1 Pengertian Kawasan 

Secara teoritik, seluruh nomenklatur yang antara untuk 

istilah wilayah, kawasan dan daerah, semuanya secara umum 

diistilahkan dengan wilayah (region). Istilah kawasan di 

Indonesia digunakan karena adanya penekanan fungsional suatu 

wilayah, dengan demikian, kawasan pada dasarnya adalah istilah 

khusus untuk istilah wilayah berdasarkan konsep wilayah 

fungsional/ system. Karena itu, definisi kawasan adalah adanya 

karakteristik hubungan dari fungsi-fungsi dan komponen-

komponen di dalam suatu unit wilayah, sehingga batas dan 

sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional (Rustiadi 

dkk, 2009). 

Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal, 

Bappenas (2004) mendefinisikan kawasan sebagai wilayah yang 

berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi tetapi memiliki 

hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara 

fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

Pembangunan kawasan tidak lain adalah usaha untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kesalingtergantungan dan 

interaksi antara sistem ekonomi (economic system), manusia atau 

masyarakat (social system) dan lingkungan hidup beserta sumber 

daya alam (eco system) yang ada di dalamnya. 

 Di Indonesia, aspek fungsional dan administratif dari 

wilayah dijelaskan dalam UU Nomor 26 tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang, yang mendefinisikan wilayah sebagai ruang yang 

merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang 

berkaitan kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan 

berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (pasal 

1 ayat 17).  
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Selanjutnya dalam UU tersebut juga dinyatakan kawasan 

sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau 

budidaya -1 ayat 20). Selanjutnya istilah kawasan merujuk pada 

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 

adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi 

daya. Dari ungkapan ini dapat dimaknai bahwa suatu wilayah 

yang sudah jelas ditentukan fungsinya disebut kawasan. Misalnya 

kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi 

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup 

sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budi daya 

adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk 

dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, 

sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan 

perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama 

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan 

susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan. 

Jadi pengertian Kawasan adalah ruang yang merupakan 

kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dan memiliki 

fungsi tertentu/khusus. Dalam konteks ketransmigrasian, maka 

kawasan transmigrasi adalah suatu wilayah yang difungsikan 

sebagai tempat permukiman para transmigran yang di dalamnya 

terdapat ruang-ruang wilayah untuk tempat tinggal (rumah dan 

perumahan), ruang untuk kegiatan usaha (disebut lahan usaha), 

dan ruang-ruang untuk kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya, 

termasuk ruang untuk prasarana dan sarana pendukung 

kelancaran kegiatan sosial budaya ekonomi di kawasan 

transmigrasi. 

Adapun Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya 

yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha 

masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah  

pengembangan transmigrasi atau lokasi Permukiman 

Transmigrasi. 
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2.1 Pembangunan dan Pengembangan 

Secara filosofis suatu proses pembangunan dapat diartikan 

sebagai upaya yang sistemik dan berkesinambungan untuk 

menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai 

alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang 

paling “humanistic” Istilah pembangunan sering kali digunakan 

dalam hal yang sama dengan pengembangan, sehingga dapat 

saling dipertukarkan. Namun berbagai kalangan di Indonesia 

cenderung menggunakan secara khusus istilah pengembangan 

untuk beberapa hal yang spesifik. 

Meski demikian, sebenarnya secara umum kedua istilah 

tersebut diartikan secara berbeda untuk proses-proses yang 

selama ini secara universal dimaksudkan sebagai pembangunan 

atau development (Rustiadi dkk, 2009). UNDP mendefinisikan 

pembangunan dan khususnya pembangunan manusia sebagai 

proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (a 

process of enlarging people’s end). Dalam konsep tersebut, 

penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (the ultimate end), 

bukan alat, cara atau instrument pembangunan sebagaimana yang 

dilihat oleh model formasi modal manusia (human capital 

formation), sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai 

sarana untuk mencapai tujuan itu. 

Pembangunan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu 

proses perbaikan yang berkesinambungan atas suatu masyarakat 

atau suatu sistem sosial secara keseluruhan menuju kehidupan 

yang lebih baik atau lebih manusiawi, dan pembangunan adalah 

mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum 

ada. Paling tidak menurut Todari (2000) pembangunan harus 

memenuhi tiga komponen dasar yang dijadikan sebagai basis 

konseptual dan pedoman praktis dalam memahami 

pembangunan yang paling hakiki yaitu kecukupan (sustenance) 
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memenuhi kebutuhan pokok, meningkatkan rasa harga diri atau 

jati diri (self-esteem), serta kebebasan (freedom) untuk memilih. 

Dalam istilah bahasa Indonesia, kata “pengembangan” 

memiliki berbagai penekanan atau konotasi tertentu. Pertama, 

istilah pengembangan lebih menekankan “proses” peningkatan 

dan memperluas. Dalam pengertian bahwa pengembangan adalah 

melakukan sesuatu yang dari “nol” atau tidak membuat sesuatu 

yang sebelumnya tidak ada, melainkan melakukan sesuatu yang 

sebenarnya sudah ada tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan 

atau diperluas (Rustiadi,2009). Kedua, istilah pengembangan 

menekankan adanya pendekatan yang khusus dan bahkan 

cenderung bersikap melawan mainstream. Akibat perlunya 

pendekatan yang sangat khusus dan berbeda, para akademisi 

maupun praktisi pembangunan yang menekankan pemberdayaan 

dan peningkatan kapasitas masyarakat lebih memilih istilah 

pengembangan masyarakat dibanding pembangunan masyarakat. 

 Riyadi dan Bratakusumah, (2006) membedakan antara 

pembangunan dengan pengembangan dengan mengemukakan 

bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang 

dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, 

sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi 

secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan dan 

pengembangan itu dapat berupa fisik dan non fisik. 

 

2.2 Pembangunan/Pengembangan Wilayah 

Riyadi (2002) secara terperinci mengemukakan bahwa 

pengembangan wilayah (regional development) merupakan upaya 

untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi 

kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan 

hidup pada suatu wilayah lainnya.  
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Konsep pengembangan wilayah adalah suatu upaya dalam 

mewujudkan keterpaduan penggunaan sumberdaya dengan 

penyeimbangan dan penyerasian pembangunan antar daerah, 

antar sektor serta antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan 

tujuan pembangunan daerah (Anwar, 2005).  

Zen (1999) menyebutkan bahwa pengembangan wilayah 

merupakan upaya mengawinkan secara harmonis sumber daya 

alam, manusia dan teknologi dengan memperhitungkan daya 

lingkungan itu sendiri. 

Tujuan pengembangan wilayah mengandung dua sisi yang 

saling berkaitan. Dari sisi sosial ekonomi, pengembangan wilayah 

adalah upaya memberikan kesejahteraan kualitas hidup 

masyarakat. Di sisi lain secara ekologis, pengembangan wilayah 

juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan sebagai 

akibat dari campur tangan manusia lingkungan (Triutomo, 1999). 

Perencanaan pengembangan wilayah dapat dilakukan 

dengan dua cara yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan 

regional (wilayah). Pendekatan sektoral dilakukan dengan 

memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada di 

wilayah tersebut sedangkan pada pendekatan regional melihat 

pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang 

wilayah (Tarigan, 2008). Pembangunan dan pengembangan 

tersebut dapat mempunyai skala nasional, regional atau lokal. 

Pembangunan nasional meliputi seluruh negara dengan tekanan 

pada keadaan fisik. Pembangunan atau pengembangan regional 

meliputi suatu wilayah dengan tekanan utama pada 

perekonomian dan tekanan kedua pada keadaan fisik (Jayadinata, 

1986). 

Menurut Hoover dan Giarratani (1985) dalam Nugroho dan 

Dahuri (2004) terdapat tiga pilar penting perencanaan 

pembangunan wilayah yang berkaitan dengan aspek wilayah dan 

implementasi dalam kebijakan ekonomi. Pertama, keunggulan 
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komperatif. Pilar ini berhubungan dengan keadaan sumber daya 

yang spesifik dan khas, yang secara fisik relatif sulit atau memiliki 

hambatan untuk digerakkan antar wilayah, sehingga wilayah 

tersebut memiliki keunggulan komparatif. Karakter tersebut 

umumnya berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber 

daya alam, antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, 

kehutanan dan kelompok usaha sektor primer lain. Menurut 

Rustiadi dan Hadi (2004), dengan adanya pemahaman tentang 

comparative advantage, maka pengembangan suatu wilayah 

harus diprioritaskan pada pengembangan faktor-faktor dominan 

yang secara kuat dapat mendorong pertumbuhan wilayah 

tersebut.  

Kedua, aglomerasi sebagai akibat pemusatan ekonomi secara 

spasial, hal ini terjadi karena berkurangnya biaya-biaya produksi 

akibat penurunan jarak dalam bahan baku dan distribusi produk. 

Ketiga, biaya transport. Pilar ini terkait dengan jarak dan lokasi. 

Ketiga pilar tersebut selanjutnya akan berimplikasi pada 

pengambilan keputusan terhadap lokasi kegiatan. 

Pendekatan yang mengacu pada aspek sektoral dan spasial 

tersebut mendorong lahirnya berbagai konsep pengembangan 

wilayah. Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah 

diterapkan adalah: 

1. Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter 

sumberdaya, yaitu: (1) pengembangan wilayah berbasis 

sumberdaya; (2) pengembangan wilayah berbasis 

komoditas unggulan; (3) pengembangan wilayah berbasis 

efisiensi; (4) pengembangan wilayah berbasis pelaku 

pembangunan. 

2. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang 

yang membagi wilayah ke dalam; (1) pusat pertumbuhan; 

(2) integrasi nasional; (3) desentralisasi. Konsep 

pertumbuhan menekankan pada perlunya melakukan 
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investasi secara besar-besaran pada suatu pusat 

pertumbuhan atau wilayah / kota yang telah mempunyai 

infrastruktur yang baik. Pengembangan wilayah sekitar 

pusat pertumbuhan diharapkan melalui proses tetesan ke 

bawah (tricle down effect). Konsep integrasi fungsional 

mengutamakan adanya integrasi yang diciptakan secara 

sengaja di antara berbagai pusat pertumbuhan karena 

adanya fungsi yang komplementer. Konsep ini 

menempatkan suatu kota atau wilayah mempunyai hirarki 

sebagai pusat pelayanan relatif terhadap kota atau wilayah 

yang lain. Sedangkan konsep desentralisasi dimaksudkan 

untuk mencegah tidak terjadinya aliran keluar dari sumber 

dana dan sumber daya manusia. 

3. Konsep pengembangan wilayah terpadu. Konsep ini 

menekankan kerja sama antar sektor untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan 

di daerah-daerah tertinggal. 

4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan cluster. 

Konsep ini terfokus pada keterkaitan dan ketergantungan 

antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai jasa 

pelayanan, dan upaya-upaya inovasi pengembangannya. 

Cluster yang berhasil adalah cluster yang terspesialisasi, 

memiliki daya saing dan keunggulan komparatif dan 

berorientasi eksternal. 
 

Dalam konteks pengembangan wilayah tersebut, Bappenas 

(2006) mengemukakan prinsip-prinsip dalam ruang lingkup 

sebagai berikut: 

1. Pengembangan wilayah harus berbasis pada sektor 

unggulan. Prioritas pada sektor unggulan akan 

mengarahkan sumber-sumber daya pada sektor yang 

diunggulkan melalui pemetaan antar sektor unggulan 

dengan sektor-sektor yang menjadi pendukungnya. 
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2. Pengembangan Wilayah dilakukan atas dasar karakteristik 

daerah yang bersangkutan, baik aspek ekonomi, sosial, 

budaya dan politik. Suatu program hanya dapat tepat 

dilakukan pada suatu daerah tertentu dan tidak pada 

daerah dengan karakteristik berbeda lainnya. Dalam hal ini 

pengenalan terhadap karakter daerah mudah dilakukan, 

sehingga perencanaan dan implementasi program sesuai 

dengan kelompok sasaran daerah yang bersangkutan. 

3. Pengembangan wilayah harus dilakukan secara 

komprehensif dan terpadu. Pengembangan wilayah tidak 

dapat didasarkan pada satu sektor saja, atau pengembangan 

masing-masing sektor tidak dapat dilakukan secara 

terpisah. 

4. Pengembangan wilayah mutlak harus mempunyai 

keterkaitan ke depan dan ke belakang (forward and 

backward linkage) secara kuat. Atau pengembangan 

kawasan produktif dihinterland harus dikaitkan dengan 

pengembangan kawasan.  

5. Industri pengolahan di perkotaan, untuk memberikan nilai 

tambah yang lebih tinggi terhadap pertumbuhan 

perekonomian suatu wilayah. 

6. Pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai dengan 

prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi. Dengan 

demikian, pemerintah daerah mempunyai wewenang 

penuh dalam mengembangkan kelembagaan pengelolaan 

pengembangan ekonomi di daerah, mengembangkan 

sumber daya manusianya, menciptakan iklim usaha yang 

dapat menarik. 
 

Dengan demikian, pengembangan suatu wilayah atau 

kawasan harus didekati berdasarkan pengamatan terhadap 

kondisi internal dan sekaligus mengantisipasi pekembangan 

eksternal.  
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Faktor-faktor kunci yang menjadi syarat perkembangan 

kawasan dari sisi internal adalah pada pola-pola pengembangan; 

(1) sumber daya manusia, (2) informasi, (3) sumber-sumber daya 

modal dan investasi, (4) kebijakan dalam investasi, (5) 

pengembangan infrastruktur, (6) pengembangan kemampuan 

kelembagaan lokal dan kepemerintahan, serta (7) berbagai kerja 

sama dan kemitraan yang harus digalang untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 

Di lain pihak, faktor-faktor kunci yang menjadi syarat 

perkembangan kawasan dari sisi eksternal adalah perhatian pada 

(1) masalah kesenjangan wilayah dan pengembangan kapasitas 

ekonomi daerah, (2) perdagangan bebas terutama masalah 

pengembangan produk dalam pasar bebas untuk meningkatkan 

daya saing seperti peningkatan kualitas unsur-unsur sumber daya 

manusia (3) pengembangan riset dan teknologi informasi (4) 

pengembangan sumber-sumber daya modal untuk membiayai 

berbagai inovasi pengembangan produk, serta (5) ekonomi 

daerah dengan fokus berbagai kebijakan yang mendukung iklim 

usaha investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengembangan 

produk antar berbagai pelaku, daerah secara vertikal dan 

horizontal serta pengembangan kemampuan kelembagaan 

pengelolaan ekonomi di daerah secara professional. 

 

2.3 Pusat Pertumbuhan Wilayah 

Dalam pengembangan wilayah, salah satu unsur 

fundamentalnya adalah keberadaan pusat kegiatan dan atau 

pusat pertumbuhan. Dalam konteks ini, konsep titik pertumbuhan 

(growth point concept) merupakan mata rantai antara struktur 

daerah-daerah nodal yang berkembang dengan sendirinya dan 

perencanaan fisik dan regional. Teori kutub pertumbuhan berasal 

dari pengalaman negara-negara barat dalam pengembangan 

wilayahnya. Konsep kutub pertumbuhan ini diperkenalkan 
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pertama kali oleh Francois Perroux pada tahun 1949 (Mercado, 

2002) yang mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai “pusat 

dari pancaran gaya sentrifugal dan tarikan gaya sentripetal”. 

Menurut Haruo (2000), selanjutnya dalam rangka mendorong 

pertumbuhan di negara-negara berkembang, berdasarkan teori 

ini maka disarankan strategi pengembangan wilayah dalam 

bentuk pengkonsentrasian investasi pada sejumlah kutub 

pertumbuhan yang terbatas. 

Terkait dengan kutub pertumbuhan ini, Friedman dan Alonso 

(1964) dalam S. timson dkk (2002) melahirkan konsep yang 

dikenal dengan sebutan interaksi antara inti dan tepi (core and 

perpheri interaction). Pembangunan berawal dari sejumlah relatif 

sedikit pusat-pusat perubahan (center of change) yang terletak di 

titik-titik interaksi berpotensi tinggi dalam batas atau bidang 

jangkauan komunikasi. Daerah-daerah inti (core regions) tersebut 

merupakan pusat-pusat utama dari pembaharuan. Sementara 

wilayah-wilayah teritorial lainnya merupakan daerah-daerah 

tepi/pinggiran (perip heri regions) yang berada jauh dari pusat 

pertumbuhan, yang tergantung kepada daerah-daerah inti. 

Adapun komponen dasar dari sistem sentral adalah hirarki, 

penduduk ambang dan lingkup pasar. Penduduk ambang adalah 

jumlah minimum penduduk yang harus ada untuk dapat 

menopang kegiatan jasa. Lingkup pasar dari suatu kegiatan jasa 

adalah kesediaan orang untuk menempuh jarak tertentu untuk 

mencapai tempat penjualan jasa tersebut. Tingkat tempat sentral 

tergantung pada jasa yang tersedia di lokasi tersebut sehingga 

membentuk tingkat rendah sampai tingkat tinggi. 

Dengan demikian konsep titik pertumbuhan ini merupakan 

mata rantai penghubung antara struktur wilayah-wilayah nodal 

yang berkembang dengan sendirinya dengan perencanaan fisik 

dan wilayah. Akan tetapi, kutub pertumbuhan tidak hanya 

merupakan lokalisasi dari industri–industri inti, tetapi kutub 
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pertumbuhan harus juga mendorong ekspansi yang besar di 

daerah dan karenanya efek polarisasi strategi adalah lebih 

menunjukkan diri pada perkaitan-perkaitan antar industri. 

Pendapatan di daerah pertumbuhan secara keseluruhan akan 

mencapai maksimum apabila pembangunan dikonsentrasikan 

pada titik-titik pertumbuhan dibandingkan jika terpencar di 

seluruh daerah.  

Dengan demikian, interaksi antara masing-masing titik 

pertumbuhan dan daerah pengaruhnya adalah unsur yang 

penting dalam teori ini tidak semua pusat kegiatan berperan 

efektif sebagai pusat pertumbuhan, karena pada berbagai kasus 

pusat-pusat kegiatan termasuk berbagai kawasan perkotaan 

justru lebih bersifat parastitik dan menciptakan kebocoran 

wilayah. Akibat hubungan dan keterkaitan yang tidak berimbang 

dan tidak berkualitas antara pusat kegiatan (perkotaan) dengan 

daerah-daerah hinterlandnya (perdesaan) menghasilkan struktur 

hubungan antar wilayah yang membentuk suatu interaksi yang 

saling memperlemah. 

Wilayah/kawasan hinterland menjadi lemah karena 

pengurasan sumberdaya yang berlebihan (backwash), yang 

mengakibatkan aliran bersih dan akumulasi nilai tambah tertuju 

ke pusat-pusat pembangunan secara massif dan berlebihan 

sehingga terjadi akumulasi nilai tambah di kawasan-kawasan 

pusat pertumbuhan. 

Selanjutnya kemiskinan di wilayah belakang/perdesaan 

akhirnya mendorong terjadinya migrasi penduduk ke perkotaan, 

sehingga kota dan pusat-pusat pertumbuhan pada akhirnya 

menjadi melemah dan inefisien karena timbulnya berbagai 

penyakit “urbanisasi” yang luar biasa.  

Fenomena urbanisasi yang memperlemah perkembangan 

kota, dapat dilihat pada perkembangan kota-kota di Indonesia 

yang mengalami “over urbanization” yang bercirikan dengan 
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berbagai bentuk ketidakefisienan dan permasalahan seperti 

munculnya kawasan kumuh (slum area), tingginya tingkat polusi, 

terjadinya kemacetan, kriminalitas dan sebagainya. 

Perkembangan perkotaan pada akhirnya menjadi sarat 

dengan permasalahan-permasalahan sosial, lingkungan dan 

eksternal yang semakin kompleks dan sulit untuk diatasi. 
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3.1 Kawasan Transmigrasi 

Menurut Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 26 

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007), penataan 

ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama 

kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai 

strategis kawasan. Penataan ruang berdasarkan nilai strategis 

kawasan meliputi penataan ruang kawasan strategis nasional 

(KSN), penataan ruang kawasan strategis provinsi, dan penataan 

ruang kawasan strategis kabupaten/kota. 

Sejalan dengan kepentingan Kementerian Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi, berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 

Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan 

pembangunan kawasan transmigrasi, maka dalam rangka 

perwujudan pengembangan kawasan transmigrasi secara efisien 

dan efektif yang penyusunan rencana kawasannya diamanatkan 

oleh PP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 

Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 

Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, perlu suatu proses 

perencanaan secara baik dan benar serta implementasi RKT yang 

disepakati oleh semua pemangku kepentingan baik di pusat 

maupun daerah. 
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Gambar 3. 1 Rencana Kawasan Transmigrasi 

 

Untuk mewujudkan hal tersebut pembangunan transmigrasi 

dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan 

dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem 

pengembangan ekonomi wilayah.  

Pembangunan Kawasan Transmigrasi dirancang secara 

holistik dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang 

Wilayah dalam bentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau 

Lokasi Permukiman Transmigrasi. Pengembangan Wilayah 

Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan 

baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan Lokasi 

Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat 

pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang 

sebagai Kawasan Perkotaan baru. 
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Pembangunan kawasan transmigrasi dirancang secara 

holistik dan komprehensif sesuai dengan rencana tata ruang 

wilayah (RTRW). Pembangunan Kawasan Transmigrasi dapat 

berbentuk Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau 

Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Pembangunan Wilayah 

Pengembangan Transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan 

pusat pertumbuhan baru atau sebagai kawasan perkotaan baru. 

Sedangkan Lokasi Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk 

mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang 

berkembang sebagai kawasan perkotaan baru 

Penetapan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 

Keuangan Pusat dan Daerah, membawa implikasi terhadap 

transformasi paradigma pembangunan di Indonesia.  

Perubahan paradigma pembangunan dari sentralisasi (top-

down) menjadi desentralisasi (bottom-up) berdampak pada 

dinamika pembangunan nasional yang ditekankan pada 

pembangunan di daerah terutama di tingkat kabupaten atau kota. 

Gambar 3. 2 Ilustrasi Rencana Kawasan Transmigrasi 
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Dalam kaitan tersebut, masing-masing kabupaten atau kota 

harus menyiapkan diri untuk dapat mengantisipasi dan 

mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan pembangunan yang 

sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selanjutnya berdasarkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2009, 

Kawasan transmigrasi terdiri dari  Wilayah Pengembangan 

Transmigrasi (WPT) yang membentuk pusat pertumbuhan baru 

dan Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) yang mendukung 

pertumbuhan yang sudah ada atau yang sedang berkembang. 

Gambar 3. 3 Kawasan Transmigrasi 

 

Pembangunan Kawasan Transmigrasi sekaligus untuk 

mengintegrasikan upaya penataan persebaran penduduk yang 

serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya 

tampung alam dan daya tampung lingkungan dengan mengakui 

hak orang untuk bermigrasi, mengadopsi visi jangka panjang 
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untuk tata ruang urban demi perencanaan penggunaan lahan 

yang lestari dan mendukung strategi urbanisasi secara terpadu.  

Dengan demikian, pembangunan transmigrasi merupakan 

salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil 

terutama di luar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya 

sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk 

meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai 

akibat dari; (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar 

wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, 

kawasan pedalaman-pesisir, Jawa-luar Jawa dan antara kawasan 

Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat 

pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk 

antara kota dan desa. 

Gambar 3. 4 Pembangunan Transmigrasi Meningkatan 

Keterkaitan Desa-Kota 
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Gambar 3. 5 Arah Pembangunan Transmigrasi Meningkatkan 

Keterkaitan Desa-Kota 

Rencana pembangunan transmigrasi berbasis kawasan 

memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki dengan pusat 

pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pembangunan ekonomi 

wilayah Kabupaten dan/atau Provinsi. Dengan tersusunnya 

dokumen rencana kawasan transmigrasi yang memuat kebijakan 

pembangunan daerah, luas, deliniasi kawasan transmigrasi, 

rencana struktur kawasan transmigrasi, rencana peruntukkan 

kawasan transmigrasi, arahan jenis transmigrasi dan bentuk 

permukiman transmigrasi (sp-baru, sp-pugar, sp-tempatan) yang 

akan dilaksanakan, arahan penataan persebaran penduduk dan 

kebutuhan sumber daya manusia, arahan indikasi program 

utama, tahapan perwujudan kawasan transmigrasi serta 

ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi. 
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Gambar 3. 6 Ilustrasi Pembangunan dan Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi 

 

Deliniasi rencana kawasan transmigrasi merupakan batas 

yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang digunakan 

sebagai batas rencana kawasan transmigrasi, kriteria tertentu 

yang dimaksud dengan tipologi rencana kawasan transmigrasi. 

Deliniasi ini mencakup kawasan yang mempunyai inti dan 

kawasan penyangga atau yang tidak mempunyai kawasan inti dan 

kawasan peyangga yang penetapannya didasarkan pada 

ketentuan peraturan. 
 

Tipologi rencana kawasan transmigrasi didasarkan pada: 

(1) rencana WPT merupakan rencana pembangunan dan 

pengembangan kawasan perdesaan menjadi sistem produksi 

pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki 

keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dengan pusat 
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pertumbuhan baru sebagai KPB dalam satu kesatuan sistem 

pengembangan,  

(2) rencana LPT merupakan rencana pembangunan dan 

pengembangan pusat pertumbuhan yang ada atau yang 

sedang berkembang menjadi KPB yang memiliki keterkaitan 

fungsional dan hierarki keruangan dengan beberapa SKP 

sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber 

daya alam dalam satu kesatuan sistem pengembangan. 
 

Penetapan tipologi rencana kawasan transmigrasi 

dilaksanakan dan didasarkan kepada (1) RTRW Nasional, RTRW 

Provinsi, RTRW Kabupaten/kota, (2) Kepentingan dan kriteria 

nilai strategis wilayah perencanaan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang dan (3) 

tujuan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi 

yang bersangkutan. 
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Setiap rencana kawasan transmigrasi harus memuat:  

(1) Tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan kawasan 

transmigrasi,  

(2) Luasan kawasan transmigrasi,  

(3) Rencana struktur kawasan transmigrasi, 

(4) Rencana peruntukkan kawasan transmigrasi,  

(5) Arahan pengembangan pola usaha pokok, 

(6) Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan,  

(7) Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan 

sumber daya manusia,  

(8) Arahan indikasi program utama,  

(9) Tahapan perwujudan kawasan transmigrasi,  

(10) Ketentuan pengendalian pemanfaatan kawasan transmigrasi. 
 

Luas wilayah perencanaan kawasan transmigrasi dalam 

penyusunan rencana kawasan transmigrasi paling sedikit 18.700 

ha dan paling banyak 72.700 ha. Untuk luas wilayah perencanaan 

(1) area deliniasi rencana SKP, paling sedikit 3 (tiga) SKP dan 

paling banyak 6 (enam) SKP, (2) area deliniasi KPB. Luas area 

deliniasi rencana SKP paling sedikit 6.000 ha dan paling banyak 

12.00 ha serta untuk luas deliniasi KPB paling sedikit 400 ha dan 

paling banyak 1.000 ha. 

Rencana struktur kawasan transmigrasi merupakan struktur 

kawasan yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat SKP yang 

memiliki hubungan fungsional dan hierarki keruangan satu sama 

lain serta dengan KPB yang dihubungkan oleh sistem jaringan 

prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan 

sosial ekonomi masyarakat dalam kawasan transmigrasi. 

 Rencana struktur kawasan transmigrasi harus memuat (1) 

rencana SKP, (2) rencana pusat SKP, (3) rencana KPB dan (4) 

rencana jaringan prasarana Kawasan 
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Gambar 3. 7 Bentuk dan Fungsi Permukiman Kawasan 

Transmigrasi 

Proses pelaksanaan rencana kawasan transmigrasi melalui 

beberapa tahapan dengan pengumpulan data primer dan data 

sekunder. Pengumpulan data primer meliputi:  

(1) Penjaringan aspirasi masyarakat yang dapat dilaksanakan 

melalui temu wicara, wawancara orang per-orang, Focus 

Group Discussion, dan lain sebagainya; 

(2) Penjaringan informasi kebijakan pembangunan dilakukan 

dengan melakukan wawancara di instansi tingkat kabupaten, 

dan  

(3) Pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah secara 

langsung melalui kunjungan beberapa bagian wilayah 

terpilih di kawasan transmigrasi.  
 

Sedangkan pada data sekunder beberapa tahapan antara lain 

peta-peta harus memenuhi (1) Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) 

atau peta topografi skala 1 : 50.000, yang diproduksi oleh instansi 
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yang berwenang berupa file digital atau cetak, (2) citra satelit 

untuk memperbaharui (update) peta dasar dan membuat peta 

tutupan lahan; citra satelit yang digunakan adalah citra satelit 

resolusi menengah yaitu resolusi 10 m–20 m, dengan waktu 

pengambilan gambar maksimal 5 tahun, (3) peta batas wilayah 

administrasi; (4) peta kawasan hutan dan perairan,(5) peta-peta 

masukan untuk analisis kebencanaan, (6) peta-peta masukkan 

untuk identifikasi sumber daya alam dan peta-peta jaringan jalan.  

Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan 

rencana kawasan transmigrasi (1) data kebijakan penataan 

(RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten /Kota dan rencana rincinya) 

serta kebijakan sektorat terkait, (2) data kondisi fisik dan sumber 

daya air, (3) data penggunaan lahan (hasil interpretasi citra 

satelit, dan dilakukan pengecekan lapangan terpilih), (4) data 

tentang kependudukan (minimal data pada tingkat Kecamatan 

minimal 5 tahun).(5) data tentang prasarana dan sarana kawasan, 

(6) data pertumbuhan ekonomi kawasan, (7) data kemampuan 

keuangan pembangunan daerah APBD (8) data dan informasi 

kelembagaan pembangunan daerah (8) data dan informasi 

kebijakan penataan ruang terkait (9) data dan informasi 

kebijakan pembangunan sektoral (10) peraturan perundangan 

terkait. 

Penerapan dengan diberlakukannya UU Pemerintah Daerah 

adalah munculnya reorientasi penyelenggaraan program 

transmigrasi yang lebih memperhatikan aspirasi dari daerah, 

penyelenggaraan transmigrasi diarahkan sebagai pendekatan 

untuk mendukung pembangunan daerah, melalui pembangunan 

pusat-pusat produksi, perluasan kesempatan kerja, serta 

penyediaan kebutuhan tenaga kerja terampil baik dengan 

peranan pemerintah maupun swadana melalui kebijakan 

langsung (direct policy) maupun tidak langsung (indirect policy). 
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Sedangkan kebijakan transmigrasi diarahkan pada tiga hal pokok 

yaitu: 

(1) penanggulangan kemiskinan yang disebabkan oleh 

ketidakberdayaan penduduk untuk memperoleh tempat 

tinggal yang layak;  

(2) memberi peluang berusaha dan kesempatan kerja;  

(3) memfasilitasi pemerintah daerah dan masyarakat untuk 

melaksanakan perpindahan penduduk.  

 

3.2 Perencanaan Kawasan Transmigrasi 

 Perencanaan Kawasan Transmigrasi pada setiap Kawasan 

Transmigrasi dapat menghasilkan: 

1. Rencana Tata Ruang Kawasan Transmigrasi (RTRKT) 

2. Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi 
 

RTRKT terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Perdesaan, 

namun bila rencana tersebut belum ada, maka RTRKT mengacu 

Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRKT dapat berupa Rencana Tata 

Ruang WPT atau rencana tata ruang LPT. 
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WPT merupakan bentuk kawasan perdesaan menjadi sistem 

produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang 

memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan 

pusat pertumbuhan baru sebagai  KPB WPT terdiri atas beberapa 

SKP dan satu KPB. 

Gambar 3. 8. Wilayah Pembangunan Transmigrasi (WPT) 

LPT merupakan bentuk kawasan transmigrasi yang 

dikembangkan dari pusat pertumbuhan yang ada atau yang 

sedang berkembang menjadi KPB yang memiliki keterkaitan 

fungsional dan hierarki keruangan dengan beberapa SKP sebagai 

sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber  daya alam. 

LPT terdiri atas beberapa SKP dan satu KPB. 
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Gambar 3. 9 Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT) 

 

Gambar 3. 10 Imajiner WPT dan LPT 
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Gambar 3. 11 Pengaturan Skala WPT dan LPT 

 

Rencana Perwujudan Kawasan Transmigrasi merupakan 

rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan 

untuk mewujudkan kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan 

sistem pengembangan ekonomi wilayah. 
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Gambar 3. 12 Kawasan Transmigrasi yang akan terwujud 

Gambar 3.13  Proses Perencanaan WPT dan LPT 
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Rencana perwujudan kawasan transmigrasi disusun 

berdasarkan RTRKT yang telah ditetapkan menjadi kawasan 

transmigrasi. Rencana perwujudan kawasan transmigrasi 

meliputi: 

1. Rencana pembangunan kawasan transmigrasi 

2. Rencana pengembangan masyarakat dan kawasan 

 transmigrasi 

Rencana pembangunan kawasan transmigrasi meliputi : 

1. Rencana pembangunan SKP 

2. Rencana pembangunan KPB 

3. Rencana pembangunan SP 

4. Rencana pembangunan Pusat SKP 

5. Rencana pembangunan prasarana dan sarana 
 

Sistem Perencanaan Kawasan Transmigrasi, terdiri dari tiga 

tahapan yaitu: 

1. Rencana Tata Ruang Kawasan Transmigrasi berupa Rencana 

Wilayah Pengembangan Transmigrasi (RWPT) dan Rencana 

Lokasi Permukiman Transmigrasi (RLPT) menghasilkan 

sebaran SKP-SKP dan pusat WPT. 

2. Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP), merupakan 

kelanjutan dari Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan 

Transmigrasi (RTRKT) menghasilkan: 

a. Areal untuk SP-SP baru yang dapat dilakukan studi lebih 

rinci 

b. Desa-desa yang dapat direncanakan SP Pugar 

c. Desa-desa yang dimasukkan ke dalam struktur SKP sebagai 

desa-desa tempatan dan 

d. Pusat SKP 

3. Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) menghasilkan 

deliniasi areal yang direkomendasikan untuk dibuka 
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Untuk  perencanaan kawasan  transmigrasi selanjutnya, dengan 

melakukan Rencana Teknis Satuan Kawasan Pengembangan dan 

Rencana Teknis Satuan Pemukiman. Untuk penjelasannya di 

bawah ini. 

 

3.3 Rencana Teknis Satuan Kawasan Pengembangan(RSKP) 

Pada hakikatnya program transmigrasi adalah mendukung 

percepatan pertumbuhan daerah. Pada masa lalu pembangunan 

pemukiman transmigrasi khusus di atas lahan yang memiliki SK 

HPL, yang ternyata menimbulkan kecemburuan penduduk 

setempat yang berada di sekitarnya. Salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk melibatkan penduduk setempat 

dalam program transmigrasi adalah pembangunan kawasan 

transmigrasi yang terintegrasi dengan penduduk lokal/ desa 

yang ada, satu-kesatuan kawasan ekonomi dalam sistem 

pengembangan eknomi wilayah.  

Rencana pembangunan kawasan transmigrasi yang dengan 

sistem tentang rencana pembangunan ini merupakan hal baru, 

sehingga perlu pemahaman dan pengetahuan yang sama tentang 

rencana pembangunan kawasan transmigrasi khususnya tentang 

Rencana SKP Baru. Sasaran pedoman tata cara penyusunan 

perencanaan rinci Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) adalah: 

1. Tersusunnya tata cara screaning (penyaringan) areal calon 

pemukiman transmigrasi yang dapat dilanjutkan untuk 

perencanaan lebih detail (RTSP) sesuai dengan kriteria dan 

ketentuan teknis yang berlaku. 

2. Terarahnya tata cara pemanfaatan sumberdaya lahan, yang 

memenuhi skala ekonomi usaha untuk mendorong tumbuhnya 

pusat pertumbuhan di Kawasan Transmigrasi. 

3. Tersusunnya rencana struktur ruang SKP, rencana 

pemanfaatan ruang SKP, rencana pola pengembangan usaha 
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dan jenis transmigrannya serta jumlah daya tampung SKP 

sesuai kriteria dan ketentuan teknis yang berlaku. 
 

Selanjutnya Rencana Pembangunan SKP dan disebut Rencana 

SKP, dimana lingkup area perencanaan SKP didapat dari hasil 

kajian dan proses perencanaan sebelumnya yaitu Rencana Tata 

Ruang Kawasan Transmigrasi (RTRKT).  

Dalam proses perencanaan penyaringan kawasan 

transmigrasi RTRKT merupakan proses awal perencanaan atau 

bisa disebut sebagai proses penyaringan areal potensial. Tahap I 

dengan skala 1:50.000, menghasilkan deliniasi kawasan 

transmigrasi dapat berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi 

(WPT) atau Lokasi Pemukiman Transmigrasi. Di dalam WPT 

terdiri atas beberapa Satuan Kawasan Pengembangan (SKP), 

yaitu di antaranya direncanakan sebagai Pusat Pertumbuhan 

sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB). 

Gambar 3. 14 Landasan Konseptual Pembangunan LPT 

dan WPT 
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Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) memiliki jenis SKP 

         yaitu: 

1. SKP Pusat Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau SKP-

KPB berupa Kawasan Perkotaan Baru yang di dalam 

ketentuan PP No. 34 Tahun 2009 disebutkan bahwa KPB 

adalah kawasan perdesaan yang direncanakan menjadi 

kawasan berfungsi perkotaan dan berbasis usaha non 

pertanian dengan luasan areal KPB ini berkisar antara 400-

1000 ha. 

2. SKP Hinterland dari SKP-KPB merupakan SKP berbasis 

Pertanian akan terdiri atas 2 tipe SKP yaitu SKP Baru dan 

maksimal 6 SP dengan daya tampung masing-masing SP 

antara 300-500 KK. Satuan pemukiman dalam SKP Baru 

akan terdiri dari: 

a. SP Baru, yaitu satuan pemukiman transmigrasi yang 

berbasis pertanian, yang direncanakan akan membuka 

areal baru yang sebagian lahannya atau seluruhnya 

belum ada penduduknya. 

b. SP Tempatan adalah permukiman penduduk setempat 

dalam deliniasi SKP atau KPB yang diperlukan sebagai 

SP. 

c. Luasan setiap SP berkisar antara 1200-1600 ha. Jadi 

luasan SKP berkisar antara 6.000 ha – 12.000 ha. 

 

3.4 Rencana Kawasan Satuan Permukiman (RTSP) 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Transmigrasi 

(RTRKT) adalah sebagai dasar untuk mewujudkan pembangunan 

kawasan transmigrasi, pengembangan masyarakat dan kawasan 

transmigrasi. Dalam RPP pelaksanaan UU 15/1997 yang telah 

diubah dengan UU 29/2009, penyusunan RTRKT dilaksanakan 

secara bertahap mulai dari perencanaan WPT dan LPT, kemudian 

dilanjutkan dengan Penyusunan Rencana Satuan Kawasan 
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Pengembangan (RSKP) dan lebih rinci dibuat Rencana Teknis 

Satuan Permukiman. 

Rencana Teknis Satuan Permukiman (RTSP) menghasilkan 

dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk 

pembukaan lahan dan pembangunan permukiman transmigrasi. 

Pembangunan kawasan transmigrasi merupakan salah satu 

upaya untuk mempercepat pertumbuhan wilayah di daerah Pulau 

Jawa, namun ditujukan sebagai upaya penyebaran penduduk yang 

serasi dan seimbang, sesuai dengan daya dukung alam dan daya 

tampung lingkungan dengan mengusung hak asasi manusia yang 

bermigrasi.  

Namun yang tidak kalah penting pembangunan kawasan 

transmigrasi merupakan perwujudan upaya penggunaan lahan 

secara lestari dan mendukung strategi menahan laju urbanisasi. 

Dengan demikian pembangunan transmigrasi merupakan 

salah satu upaya untuk percepatan pembangunan kota-kota kecil, 

terutama di luar Jawa, sekaligus untuk menjadi motor penggerak 

pembangunan dan meningkatkan daya saing daerah. Bentuk dan 

Fungsi SP Kawasan Transmigrasi terbagi menjadi 3 SP yaitu (1) 

SP-Baru, (2) SP-Pugar dan (3) SP-Tempatan. 
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Gambar 3. 15 Bentuk dam Fungsi Satuan Permukiman 

 

Dalam upaya meningkatkan kualitas penyediaan kawasan, 

yang mengintegrasikan setiap Satuan Permukiman dalam setiap 

Satuan Kawasan Pembangunan, maka dalam mendeliniasi 

cakupan Satuan Kawasan Pengembangan harus sudah 

mempertimbangkan terintegrasinya SP-Baru, SP-Pugar dan SP-

Tempatan. Dengan pendekatan seperti ini, selain untuk 

mengintegrasikan antar SP, tetapi juga dalam upaya penataan 

persebaran penduduk, optimalisasi perencanaan penggunaan 

lahan, yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung 

lingkungan. 

 

3.4.1 RTSP - Baru 

RTSP Baru dalam rangka mengoptimalisasikan pemanfaatan 

sumber daya alam (SDA) oleh sumber daya manusia (SDM) yang 
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berkualitas dan merancang sumber daya buatan (SDB) yang 

efektif dan efisien, mengacu kepada keterbatasan lingkungan 

untuk mewujudkan transmigrasi baru yang produktif dan 

berkelanjutan. 

Prinsip Perencanaan dalam menyusun Rencana Detail 

pemanfaatan ruang SP Baru adalah sebagai berikut: 

1. Penggunaan lahan direncanakan untuk lahan pekarangan, 

lahan usaha untuk tanaman pangan dan tanaman tahunan 

harus berdasarkan kesesuaian lahan 

2. Pemukiman harus menyediakan suatu lingkungan sosial 

yang serasi dan sesuai dengan kebutuhan pemukiman 

3. RTSP disusun dengan mempertimbangkan aksesibilitas 

(kemudahan hubungan), baik hubungan di dalam SP maupun 

hubungan SP dengan daerah luar 

4. Prasarana harus efisien dalam hal jasa-jasa yang disediakan 

serta biayanya 

5. Harus mempertimbangkan kelestarian alam antara lain 

dengan merencanakan penggunaan lahan untuk konservasi 

alam pada lokasi yang kritis 

6. Areal yang direncanakan kelestarian alam antara lain dengan 

merencanakan penggunaan lahan untuk konservasi alam 

pada lokasi yang kritis 

7. Pola pemukiman harus mempertimbangkan: 

a. Kemudahan transmigran dalam mencapai pusat fasilitas 

umum 

b. Kesinambungan jaringan jalan intra dan antar pemukiman 

c. Kemudahan transmigran untuk melakukan pergerakan 

keluar pemukiman 
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8. Alokasi Lahan 

Lahan yang diserahkan menjadi milik transmigran terdiri 

dari: 

a. Lahan Pekarangan: 0,1 – 0,5 Ha/KK 

b. Lahan Usaha I: 0,5 -0,9 Ha/KK 

c. Lahan Usaha II: 1,00 Ha/KK  

Sedangkan alokasi lahan penduduk setempat tidak 

ditentukan mengikuti kepemilikan yang ada, kecuali mereka 

bersedia dilakukan konsolidasi lahan sehingga alokasi lahan 

penduduk setempat akan sama dengan alokasi lahan untuk 

transmigran. 

9. Lahan yang tidak diserahkan menjadi milik transmigran 

terdiri dari: 

a. Lahan fasilitas umum di Pusat Desa:8 -112 Ha/SP 

b. Lahan Kas Desa: 10 Ha/SP (untuk kepala desa) 

c. Lahan Kuburan:2 Ha/SP 

d. Test Farm: 4 Ha/SP 

e. Seed Farm:4-6 Ha/SP (Pusat SKP) 

f. Lahan Penggembalaan:10 Ha/SP 

 

SP-Baru yaitu Satuan Pemukiman Transmigrasi yang berbasis 

pertanian, yang direncanakan akan membuka areal baru yang 

sebagian lahannya atau seluruhnya belum ada penduduknya, dan 

ini tergambarkan pada gambar di bawah ini. 
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Gambar 3. 16 Ilustrasi RTSP Baru 

 

3.4.2 RTSP - Pugar  

Penyusunan RTSP-Pugar adalah mengoptimalkan 

pemanfaatan sumberdaya alam oleh sumberdaya manusia yang 

berkualitas, mengacu kepada keterbatasan lingkungan yang 

sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman 

transmigrasi yang terintegrasi dengan penduduk lokal secara 

aman, produktif dan berkelanjutan.  

Adapun sasaran dari perencanaan ini adalah (1) terarahnya 

pemerataan pembangunan di permukiman transmigrasi bagi 

penduduk lokal, (2) tersedianya informasi mengenai jumlah 

penduduk lokal dan jumlah transmigran yang bisa ditempatkan, 

(3) berkembangnya komoditas unggulan/potensial di calon 

permukiman transmigrasi untuk mendukung pengembangan 

ekonomi kawasan, (4) terciptanya keselarasan, keserasian, 
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keseimbangan antar lingkungan permukiman transmigrasi dan 

desa-desa setempat dalam kawasan. 

SP Pugar sebagai bentuk pemukiman transmigrasi yang 

dibangun menjadi satu kesatuan dengan penduduk lokal dalam 

satu administrasi desa, di atas lahan yang diberikan oleh 

penduduk desa tersebut dengan kompensasi perbaikan rumah-

rumah penduduk tersebut dan pembangunan baru untuk pecahan 

kk, sekaligus direhab atau dibangun sarana dan prasarana dasar 

permukiman yang dibutuhkan di desa tersebut (sesuai dengan 

sarana dan prasarana di PTB). 
    

 Fungsi dan Manfaat Perencanaan SP Pugar adalah: 

1. Mengetahui jumlah penduduk lokal yang harus dipugar dan 

dibangun untuk pecahan KK 

2. Sebagai arahan pembukaan lahan dan pembangunan rumah 

untuk calon permukiman transmigrasi 

3. Mengetahui jenis dan volume saprotan yang diperlukan untuk 

pengembangan usaha pertanian sesuai dengan kondisi lahan 

calon permukiman transmigrasi 

4. Mengetahui perkiraan kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk 

pembangunan dan pengembangan permukiman transmigrasi 
 

Gambaran rencana detail ruang pemukiman penduduk setempat 

sebagai berikut: 

1. SP Pugar merupakan bagian dari Satuan Kawasan 

Pengembangan (SKP) Integrasi. 

2. Permukiman penduduk setempat merupakan permukiman 

induk dari SP Pugar yang menjadi satu kesatuan dengan 

permukiman transmigrasi baru. 

3. Permukiman penduduk setempat terdiri atas beberapa Blok 

dengan jumlah rumah atau KK antara 100-200 rumah atau KK. 
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Konsep Pemukiman SP Pugar sebagai berikut: 

1. Pemukiman transmigrasi baru (Kim Baru) yang dibangun 

untuk transmigran pendatang/dari daerah asal menjadi 

satu kesatuan dengan penduduk lokal dalam satu 

administrasi desa. 

2. Kim Baru dibangun di atas lahan yang diberikan oleh 

penduduk desa tersebut dengan kompensasi perbaikan 

rumah-rumah penduduk tersebut dan pembangunan baru 

untuk pecahan KK. 

3. Sekaligus direhab atau dibangun sarana dan prasarana 

dasar permukiman yang dibutuhkan di desa tersebut 

(sesuai dengan sarana dan prasarana di PTB) 
 

Penggambaran bagaimana perencanaan SP Pugar dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 

Gambar 3. 17 Ilustrasi SP Pugar 
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Untuk menjadi Calon Peserta Pugar bagi Penduduk Setempat 

adalah: 

1. Penduduk yang memiliki rumah, menyerahkan lahannya untuk 

pembangunan transmigrasi baru 

2. Pecahan KK yang menyerahkan lahan, namun tidak memiliki 

rumah 

3. Penduduk Miskin di desa bersangkutan yang tidak memiliki 

rumah maupun lahan 

4. Penduduk Desa yang memiliki rumah, namun tidak 

menyerahkan lahan (karena tidak memiliki lahan untuk 

diserahkan) 

5. Buruh Tani/Penggarap di lahan yang diserahkan, tinggal di 

luar desa dan tidak memiliki rumah dan lahan 
 

Untuk penggambaran hasil pemugaran pada saat masih dalam 

kondisi semula penduduk setempat, lalu dipugar dengan 

perencanaan SP Pugar pada kawasan transmigrasi SP Pugar yang 

telah dipugar sesuai Perencanaan SP Pugar dan peruntukkannya 

bagi masyarakat setempat, dapat dilihat pada gambar 3.17 di 

bawah ini. 

Gambar 3. 18 Sebelum dan Sesudah Dipugar 
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Kriteria dan Perlakuan Terhadap Penduduk Setempat: 

1. Penduduk yang memiliki tanah dan memiliki rumah 

dilaksanakan sesuai hasil rehabilitasi dan/atau peningkatan 

rumah 

2. Penduduk yang memiliki tanah, tetapi tidak memiliki rumah, 

dilaksanakan sesuai dengan hasil pembangunan rumah di 

permukiman bersangkutan 

3. Penduduk yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki 

tanah, dilaksanakan dengan memberikan fasilitas perpindahan 

dan penempatan dari tempat tinggal asal ke permukiman baru 

di SP Pugar 

4. Penduduk setempat yang ditata, memperoleh perlakuan 

sebagai transmigran di SP Pugar 

 

Kriteria Pemilihan SP Pugar sebagai berikut: 

1. Jumlah Penduduk 

Desa yang dipilih untuk SP Pugar, berpenduduk minimal 100 

KK dan maksimal 200 KK yang kondisi pemukimannya sudah 

kurang/tidak layak. 
 

2. Lahan Potensial 

• Ada lahan potensial seluas 250 ha – 500 ha yang diserahkan 

penduduk, yang bisa dikembangkan untuk 100-200 KK. 

• Jarak lahan potensial maksimal 1,5 km dari permukiman 

penduduk setempat (dusun/desa yang dipugar) 

• Area survei mencakup desa yang dipugar dan areal lahan 

potensial calon permukiman baru, yang mencakup sebagian 

dari wilayah administrasi desa (dusun) atau seluruh luasan 

antara 1000-1600 ha 

 



SOLUSI PERENCANAAN TRANSMIGRASI 

 

55 

3.4.3 RTSP-Tempatan 

Pembangunan Transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan, 

yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya 

membentuk satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi 

wilayah. Pembangunan transmigrasi dirancang secara holistik 

dan komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

dalam bentuk wilayah pengembangan transmigrasi dan atau 

Lokasi Permukiman Transmigrasi. Wilayah pengembangan 

transmigrasi diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan 

baru sebagai Kawasan Perkotaan Baru, sedangkan Lokasi 

Permukiman Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat 

pertumbuhan yang telah ada dan atau yang sedang berkembang 

sebagai Kawasan Perkotaan Baru. 

Dalam mendeliniasi SP Tempatan dalam kawasan 

transmigrasi sebagai permukiman penduduk setempat yang 

diperlakukan sebagai SP, maka akan berperan sebagai motor 

penggerak pembangunan di kawasan transmigrasi untuk 

mengurangi kesenjangan dan meningkatkan daya saing kawasan 

transmigrasi tersebut. 

Untuk terwujudnya pembangunan transmigrasi yang 

berhasil dengan baik, di setiap deliniasi kawasan transmigrasi, 

maka ke depan sangat dibutuhkan perencanaan SP Tempatan 

yang peruntukannya tanahnya harus berada dalam pemilikan, 

penguasaan, penggunaan atau pemanfaatan penduduk di 

permukiman yang bersangkutan. SP yang dimaksud merupakan 

permukiman yang mempunyai kegiatan utama pertanian, 

termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 
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Adapun fungsi/manfaat Rencana SP Tempatan ini adalah: 

1. Mengetahui panjang jaringan jalan yang perlu dibangun 

untuk menghubungkan pemukiman transmigrasi dan desa 

sekitar (SP Tempatan) 

2. Mengetahui jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

untuk dibangun SP Tempatan agar tercipta pemerataan 

pembangunan di kawasan transmigrasi atau untuk 

mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di kawasan 

transmigrasi 

 

SP-Tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam 

deliniasi SKP atau KPB yang diperlakukan sebagai SP, yang 

tergambarkan pada ilustrasi RTSP-Penempatan di bawah ini. 

Gambar 3. 19 Ilustrasi RTSP- Penempatan 
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3.5 Keberhasilan Transmigrasi 

Penyelenggaraan Transmigrasi bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan masyarakat 

sekitarnya. Pembangunan transmigrasi melibatkan minimal dua 

pemerintah daerah, untuk mewujudkan suatu komunitas yang 

tumbuh dan berkembang secara dinamis, produktif, maju dan 

mandiri. Untuk membangun suatu komunitas masyarakat yang 

demikian memerlukan proses perencanaan yang melibatkan 

pihak terkait secara integrasi, menyeluruh dan terdiri atas 

tahapan yang jelas dengan memperhatikan aspek sosial budaya, 

ekonomi, hukum, administrasi dan aspek politik. 

Dengan demikian maka penyelenggaraan transmigrasi 

merupakan suatu sistem yang saling terkait dan tergantung 

antara daerah pengirim dan daerah penerima program 

transmigrasi. Proses penyelenggaraan transmigrasi tersebut 

diharapkan dapat membangun daerah untuk mewujudkan tiga 

hal sekaligus, yaitu kesejahteraan, pembangunan daerah dan 

integrasi masyarakat. 

Penyelenggaraan transmigrasi telah dilaksanakan sejak 

zaman kolonisasi sampai dengan sekarang. Transmigrasi telah 

mengentaskan kemiskinan, membuka lapangan kerja dan 

melahirkan ketahanan pangan. Pembangunan Transmigrasi 

sesuai dengan dinamika pembangunan yang terjadi di wilayahnya 

masing-masing telah berkontribusi dalam pembangunan. Di 

antaranya dalam aspek kewilayahan (terbentuknya pertanian 

sesuai komoditas yang dikembangkan dan aspek kependudukan 

dengan peningkatan jumlah sumberdaya manusia). 
 

3.5.1 Aspek Kewilayahan 

Penyelenggaraan transmigrasi selama ini telah memberikan 

kontribusi yang cukup berarti dalam pembangunan nasional 

antara lain dari 114 Permukiman transmigrasi (Kimtrans) telah 
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berkembang menjadi Ibu kota Kabupaten/Kota, 454 menjadi Ibu 

kota Kecamatan, 383 Permukiman yang dibangun sejumlah 1.529 

permukiman transmigrasi menjadi desa defenitif, dan 2 ibu kota 

provinsi (Sulawesi Barat di Mamuju dan Bulungan di Kalimantan 

Utara) serta 48 Kota Terpadu Mandiri (KTM) tersebar di luar 

Jawa. 
 

3.5.2 Aspek Pertanian 

Aspek pertanian, kawasan transmigrasi telah menjadi sentra 

produksi pangan, perkebunan dan agribisnis. Di berbagai daerah 

tujuan transmigrasi, baik di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 

Maluku dan Papua, kawasan transmigrasi menjadi sentra 

produksi pangan, perkebunan seperti sawit dan karet. Di 

Sumatera, Belitang, Karang Agung, Mesuji dan Rawa Pitu menjadi 

lumbung padi. Di Papua seperti Tanah Miring dan Arso, menjadi 

sentra penghasil padi dan perkebunan. Demikian pula sentra 

perkebunan sawit, seperti Sungai Bahar Jambi, Arga Makmur 

Bengkulu, Parenggean Kalimantan berasal dari permukiman 

transmigrasi. 
  

3.5.3 Aspek Kependudukan 

Dalam aspek kependudukan, transmigrasi juga telah 

melahirkan sumber daya manusia yang sangat potensial dan 

spektakuler. Hal ini ditandai dengan lahirnya organisasi anak 

keturunan transmigran bernama Perhimpunan Anak 

Transmigran Republik Indonesia (PATRI) pada 16 Pebruari 2004. 
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3.6 Istilah dan Definisi 

1. Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penyelenggaraan transmigrasi. 

2. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara 

sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap 

di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah. 

3. Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang 

berpindah secara sukarela ke kawasan transmigrasi. 

4. Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang 

memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha 

masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa 

wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi 

permukiman transmigrasi. 

5. Wilayah Pengembangan Transmigrasi yang selanjutnya 

disingkat WPT adalah wilayah potensial yang ditetapkan 

sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang 

terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang 

salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan 

pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan 

perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 

6. Lokasi Permukiman Transmigrasi yang selanjutnya 

disingkat LPT adalah lokasi potensial yang ditetapkan 

sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat 

pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang 

berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah. 

7. Satuan Kawasan Pengembangan yang selanjutnya disingkat 

SKP adalah satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan 

permukiman yang salah satu di antaranya merupakan 

permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat 

kawasan perkotaan baru. 
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8. Kawasan Perkotaan Baru yang selanjutnya disingkat KPB 

adalah bagian dari kawasan transmigrasi yang ditetapkan 

menjadi pusat pertumbuhan dan berfungsi sebagai Pusat 

Pelayanan Kawasan. 

9. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan 

permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang 

diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha 

transmigran. 

10. Satuan Permukiman yang selanjutnya disingkat SP adalah 

bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman atau 

beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya 

tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima ratus) 

keluarga. 

11. Satuan Permukiman Baru yang selanjutnya disebut SP Baru 

adalah bagian dari SKP berupa satu kesatuan permukiman 

atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan 

daya tampung 300-500 (tiga ratus sampai dengan lima 

ratus) keluarga yang merupakan hasil pembangunan baru. 

12. Satuan Permukiman Pemugaran yang selanjutnya disebut 

SP-Pugar adalah bagian dari SKP berupa permukiman 

penduduk setempat yang dipugar menjadi satu kesatuan 

dengan permukiman baru dengan daya tampung 300-500 

(tiga ratus sampai dengan lima ratus) keluarga. 

13. Satuan Permukiman Penduduk Setempat yang selanjutnya 

disebut SP-Tempatan adalah permukiman penduduk 

setempat dalam deliniasi kawasan transmigrasi yang 

diperlakukan sebagai SP. 

14. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber 

daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 
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15. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai 

kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi 

kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, 

pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, 

pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

16. Permukiman dalam KPB adalah satuan perumahan yang 

mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan 

perkotaan baru. 

17. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK 

adalah kawasan perkotaan baru yang berfungsi untuk 

melayani kegiatan skala kawasan transmigrasi. 

18. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat 

PPL adalah desa utama yang disiapkan menjadi pusat SKP 

yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SKP. 

19. Masyarakat Transmigrasi adalah transmigran dan 

penduduk setempat yang ditetapkan sebagai transmigran 

serta penduduk setempat yang bertempat tinggal di SP-

Tempatan. 

20. Transmigrasi Umum yang selanjutnya disingkat TU adalah 

jenis transmigrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

dan/atau pemerintah daerah bagi penduduk yang 

mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja 

dan usaha. 

21. Transmigrasi Swakarsa Berbantuan yang selanjutnya 

disingkat TSB adalah jenis transmigrasi yang dirancang oleh 

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan 

mengikutsertakan badan usaha sebagai mitra usaha 

transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang 

untuk maju. 

22. Transmigrasi Swakarsa Mandiri yang selanjutnya disingkat 

TSM adalah jenis transmigrasi yang merupakan prakarsa 
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transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan 

bantuan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bagi 

penduduk yang telah memiliki kemampuan. 

23. Daerah Asal Calon Transmigran yang selanjutnya disebut 

Daerah Asal adalah daerah kabupaten/kota tempat tinggal 

calon transmigran sebelum pindah ke Kawasan 

Transmigrasi. 

24. Daerah Tujuan Transmigran yang selanjutnya disebut 

Daerah Tujuan adalah daerah kabupaten/kota yang di 

wilayahnya dibangun dan dikembangkan Kawasan 

Transmigrasi. 

25. Pencadangan tanah adalah penunjukkan area tanah oleh 

bupati/walikota atau gubernur yang disediakan untuk 

pembangunan kawasan transmigrasi. 

26. Konsolidasi tanah adalah penataan kembali penguasaan, 

pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai 

dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha 

penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan 

kawasan transmigrasi guna meningkatkan kualitas 

lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan 

partisipasi aktif masyarakat. 

27. Rencana Kawasan Transmigrasi yang selanjutnya disingkat 

RKT adalah hasil perencanaan kawasan transmigrasi yang 

digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana 

perwujudan kawasan transmigrasi. 

28. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang, 

kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 

pemegangnya. 
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3.7 Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Transmigrasi; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang 

Ketransmigrasian 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 Tentang 

Penyelenggaraan Transmigrasi; 

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;   

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional;   

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah;   

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;    

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana;   

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang;   

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;  

11. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang 

Ketransmigrasian 

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;   

13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi 

Geospasial;   

14. PP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 

15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. 



64 
SIPUKAT  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota;   

16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;   

17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang;   

18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 

Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan 

Ruang;  

19. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang 

Pengelolaan Kawasan Lindung; 

20. Permen PU Nomor: 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.  

21. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan 

Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 

22. Peraturan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang 

Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaraan Transmigrasi 
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4.1 Sistem Informasi 

Pengembangan Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan 

Transmigrasi (SIPUKAT) merupakan kegiatan rekayasa 

perangkat lunak yang menghasilkan informasi, dengan bantuan 

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sehingga segala 

informasi yang disajikan akan lebih mudah dan cepat dengan 

penyajian data spasial melalui sistem informasi geografis (SIG).  

Pada era informasi ini, kebutuhan informasi menjadi semakin 

kompleks dan beragam. Masyarakat memerlukan akses secara 

cepat dan mudah untuk memperoleh informasi. Dengan semakin 

berkembangnya teknologi informasi, banyak instansi dan 

masyarakat maju yang telah memanfaatkan teknologi informasi 

untuk memperoleh informasi. Informasi yang diperlukan 

sesungguhnya dikumpulkan dalam satu wadah yaitu database, 

agar memperoleh informasi yang up to date maka database harus 

selalu dilakukan pemeliharaan. 

Agar Informasi cepat diterima oleh masyarakat maka 

diperlukan suatu teknologi yaitu intranet dan internet. Salah satu 

perkembangan teknologi yang telah berkembang dengan pesat, 

yaitu teknologi intranet dan internet termasuk di dalamnya 

adalah perkembangan website. Dengan menggunakan internet, 

kendala ruang dan waktu dapat diminimalisasi. Artinya informasi 

dapat diakses kapan pun dan di mana pun dalam hitungan detik. 

Informasi yang dibutuhkan masyarakat pada saat ini, salah 

satunya adalah kebutuhan informasi geografis. 

Teknologi SIG (Sistem Informasi Geografis atau Geographis 

Information System (GIS) merupakan suatu teknologi mengenai 

geografis yang sangat berkembang. SIG memiliki kemampuan 

yang baik dalam memvisualisasikan data spasial berikut atribut-

atributnya, memodifikasi bentuk, warna, ukuran, dan simbol. 

Dengan adanya perkembangan teknologi internet, teknologi SIG 

dapat dibangun berbasis Web. Web GIS merupakan bentuk dari 
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website yang menggambarkan tentang informasi geografis suatu 

daerah serta data atributnya, ini sangat tepat untuk menganalisa 

data spasial & atribut untuk mendapatkan informasi yang dapat 

digunakan sebagai penunjang keputusan, seperti perencanaan 

kawasan. 

 

4.1.1 Konsep Dasar Sistem Informasi 

Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang berintegrasi 

dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu 

organisasi atau suatu area fungsional cocok dengan definisi ini. 

Organisasi terdiri dari sejumlah sumber daya. Sumber daya 

tersebut bekerja untuk tercapainya suatu tujuan tertentu yang 

ditentukan oleh pemilik atau manajemen. Secara etimologi sistem 

berasal dari bahasa Inggris, yaitu sistem yang berarti susunan 

atau cara. Definisi sistem menurut Jerry Fitz Gerald: “Sistem 

adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 

kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu”. 

Sedangkan dalam The Encyclopedia of Management disebutkan 

bahwa: “Sistem adalah susunan yang teratur dari kegiatan-

kegiatan yang saling bergantung dan prosedur-prosedur yang 

berhubungan, yang melaksanakan dan memudahkan pelaksanaan 

kegiatan utama dari suatu organisasi”.  

Sistem Informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang, 

fasilitas teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian 

yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting. 

Sebagai suatu sistem, sistem informasi mempunyai komponen- 

komponen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain yang 

dapat membentuk satu kesatuan untuk mencapai sasaran. 

Menurut John Burch dan Garry Grundnitski, informasi 

didefinisikan sebagai berikut “Informasi adalah data yang telah 

diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan berguna, yang 
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dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan di dalam 

pembuatan keputusan” Sedangkan menurut Barry E. Cushing 

informasi didefinisikan sebagai berikut: “Informasi menunjukkan 

hasil dan pengolahan data yang diorganisasikan dan berguna 

kepada orang yang menerima kualitas dari suatu informasi 

tergantung tiga hal: 

1) Informasi harus akurat 

Informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak 

menyesatkan, harus jelas mencerminkan maksudnya. 

Informasi akurat karena dari sistem informasi sampai 

penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan 

yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. 

2) Informasi harus tepat 

Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat, 

karena informasi merupakan landasan di dalam pengambilan 

keputusan. Jika terlambat akan fatal akibatnya untuk sebuah 

organisasi. Sehingga dibutuhkan teknologi mutakhir untuk 

mendapatkan, menyimpan, mengolah dan mengirimkannya. 

3) Informasi harus relevan 

Informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. 

 

4.1.2 Database 

Database atau basis data adalah himpunan kelompok data 

(arsip) yang saling berhubungan dan di organisasi sedemikian 

rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat, 

jadi dengan kata lain prinsip pembuatan basis data adalah untuk 

mengatur data (arsip). 

SQL (Structured Query Language) adalah sebuah bahasa yang 

dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional, 

MySQL adalah salah satu perangkat lunak sistem basis data 

berbahasa SQL yang merupakan implementasi dari sistem 

manajemen basis data relasional (RDBMS), MySQL dapat 
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digunakan secara langsung dengan mengetikkan perintahnya 

atau syntaxnya dan bisa juga digunakan secara embeded SQL, 

artinya perintahnya dapat disisipkan ke dalam bahasa 

pemrograman tertentu, misalkan saja pada PHP. 

SQL merupakan bahasa yang komprehensif yang berisi 

statement-statement untuk data definitions, queries dan updates 

karenanya SQL terdiri dari dua bentuk, yaitu: 

1) Data Definition Language (DDL) 

DDL digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta 

menghapus basis data dan objek-objek yang dibutuhkan 

dalam basis data, seperti tabel, view, user, dan sebagainya, 

Contoh: Create, Modify structure. 

• Create 

Create adalah sebuah perintah untuk membuat database atau 

membuat tabel baru. Misalkan: Create Table User (ama 

Varchar (15) not null, Username Char not null, Password Char 

not Primary Key) 

• Modify structure 

Modify structure ini bisa dilakukan dengan beberapa cara 

seperti alter table (menambahkan, menganti field) atau drop 

table (menghapus tabel) misalkan  

Alter table User add Email char (15); Atau Drop table User; 

2) Data Manipulation Language (DML) 

DML digunakan untuk memanipulasi data yang ada dalam 

suatu table Perintah yang umum dilakukan adalah:  

• SELECT untuk menampilkan data Misalkan:  

select * from User; 

• INSERT untuk menambahkan data baru Misalkan:  

insert into user (Nama, Username, Password) values 

(‘John’,’70hn’,’sip’) 

• UPDATE untuk mengubah data yang sudah ada Misalkan:  

update User set Nama=’alip’ where username = ‘70hn’ 
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4.2 Sistem Informasi Geografis (GIS) 

Pada era teknologi dan informasi saat ini penyajian data 

mempunyai peranan yang sangat penting, terutama dalam hal 

penyajian data. Terkait dengan hal tersebut di atas, penyajian data 

spasial kawasan transmigrasi akan dilakukan menggunakan 

software arcGIS yang cukup dikenal serta mudah dioperasikan. 

Dengan demikian, bagi pengguna akan lebih mudah mendapatkan 

data dan informasi pertanahan secara cepat dan mudah. Dasar 

teori sistem informasi geografis dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Sistem Informasi Geografis (Geographic Information 

System/GIS) yang selanjutnya disebut SIG merupakan 

sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk 

mengolah dan menyimpan data atau informasi geografis. 

(Aronoff, 1989). 

b. Secara umum pengertian SIG sebagai berikut. 

Suatu komponen yang terdiri dari perangkat keras, 

perangkat lunak, data geografis dan sumber daya manusia 

yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, 

menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, 

memanipulasi, mengintegrasikan, menganalisa dan 

menampilkan data dalam suatu informasi berbasis 

geografis. (Aronoff, 1989) 

c. Tinjauan Pustaka lainnya tentang definisi SIG atau diartikan 

sebagai sistem informasi yang digunakan untuk 

memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, 

menganalisa dan menghasilkan data bereferensi geografis 

atau data geospasial untuk mendukung pengambilan 

keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan 

sumberdaya alam, lingkungan, transportasi atau pelayanan 

umum lainnya. (Murai S, Prayitno 2000). 

d. SIG adalah sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari 

perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi 
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dan personil yang dirancang secara efisien untuk 

memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, 

menganalisis dan menampilkan semua bentuk informasi 

yang bereferensi geografis. (ESRI, 1990) 

e. Teknologi informasi dengan SIG sebagai bantuan dalam 

menganalisis data spasial kekuatannya terletak pada 

georelational nya, yaitu kombinasi informasi nilai dan 

lokasinya. 

 

 
Gambar 4. 1 Sistem Hubungan Data Spasial dan Atribut 
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Pengolahan Sistem Informasi Geografis, dari mulai data input 

proses dan output dapat digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 4. 2 Sistem Input, Proses dan Output Pengolahan SIG 

Melalui pengolahan data input dapat berupa data numerik, hasil 

pengukuran lapangan, citra satelit dapat diolah penyajiannya 

secara terintegrasi menjadi penyajian secara spasial dan atribut.  

 

4.2.1 Metodologi 

Metodologi merupakan cara atau teknis yang akan dilakukan 

dalam penyusunan database dan sistem informasi sesuai dengan 

kegiatan yang akan dilakukan. Dengan demikian metode 

pelaksanaan ini melekat pada masing-masing kegiatan yang 

direncanakan dalam Pengembangan Sistem Informasi Peta 

Terpadu Kawasan Transmigrasi (SIPUKAT). 

Metodologi yang digunakan untuk mengembangkan 

SIPUKAT adalah SDLC (System Development Life Cycle) dengan 

pendekatan Prototyping Model.   
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SDLC ini terdiri atas perencanaan (Planning), analisa (Analysis), 

perancangan (Design), implementasi (Implementation), dan 

pengujian sistem menggunakan sistem prototipe (System 

Prototype). 

Gambar 4. 3 System Development Life Cycle 

4.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode atau cara mendapatkan data sangat menentukan 

keakuratan data yang dihasilkan. Hal ini berguna untuk mencegah 

ketimpangan antara kondisi yang terjadi di lapangan dengan 

produk rencana yang dihasilkan. Dalam menentukan cara 

pengumpulan data sangat bergantung pada data yang dibutuhkan. 

1) Kegiatan Pengumpulan Data. 

Berdasarkan jenis datanya maka kegiatan pengumpulan data 

melalui inventarisasi data Identifikasi Kawasan Transmigrasi  

di Subdit Identifikasi dan Informasi Potensi Kawasan 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
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Transmigrasi. Kegiatan ini dilakukan juga pada beberapa 

instansi/lembaga terkait melalui permohonan data tertulis. 

2) Kebutuhan Data. 

Data yang dikumpulkan adalah data dalam bentuk data 

atribut dan data peta. Sumber data yang digunakan dalam 

pemilihan indikator dan variabel dalam penyusunan 

database potensi kawasan transmigrasi ini adalah : 

• Database Atribut yang didapat dari instansi terkait  

• Database Spasial (Peta) yang terupdate 

                  Gambar 4. 4 Arsitektur GeoDatabase 
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3) Kegiatan Pengolahan dan Analisis Data. 

Data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang 

mencerminkan karakteristik dari objek dari suatu populasi. 

Data bisa berupa angka, huruf, suara maupun gambar.  Dari 

data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-

besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan 

pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya 

untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data 

yang dimiliki. 

Secara umum, seperti halnya kegiatan-kegiatan yang lain, 

harus terdapat persiapan untuk berlanjut ke tahap 

berikutnya. Setiap metode analisis harus diawali dengan 

tahapan persiapan data. Tahapan persiapan data ini 

dilakukan dengan tujuan: 

• Mengetahui karakteristik umum dari data yang dimiliki, 

misalnya peubah apa saja yang dimiliki, tipe-tipe data dari 

setiap peubah dan sebagainya. Pengetahuan ini 

dibutuhkan untuk menentukan metode apa yang nanti 

bisa digunakan. 

• Menyaring data yang akan digunakan dalam analisis. 

Sebelum dilakukan analisis lebih jauh, kita harus bisa 

menyaring data yang ada. Mungkin saja tidak semua data 

yang digunakan, tapi hanya sebagian. 

• Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada pada data. 

Bukan hal yang jarang terjadi jika terdapat kesalahan pada 

data yang ada. Sehingga pada tahapan persiapan data, 

harus dipastikan kesalahan-kesalahan seperti ini tidak  

terjadi. 

Dalam setiap tahapan analisis data akan senantiasa diuji 

silang dengan tahap lainnya. Pengujian silang itu dimaksudkan 

untuk mempertahankan kelengkapan dan konsistensi data. 

Sedangkan untuk kepentingan objektivitas data akan dilakukan 
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tringulasi antar sumber data. Semua data yang diperoleh akan 

dipaparkan apa adanya. Kemudian dilakukan kategorisasi 

berdasarkan model validasi yang telah dikembangkan dan 

selanjutnya dilakukan reproduksi untuk menemukan pola 

pendekatan ideal dalam pengembangan program.  
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5.1 Informasi Digital 

Perkembangan teknologi ke arah digital saat ini semakin 

pesat dan pada era digital seperti ini, manusia secara umum 

memiliki gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat 

yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu 

membantu sebagian besar kebutuhan manusia. Teknologi telah 

dapat digunakan oleh manusia untuk mempermudah melakukan 

apapun tugas dan pekerjaan. Peran penting teknologi inilah yang 

membawa peradaban manusia memasuki era digital. 

 Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik 

sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Era 

digital lahir dengan kemunculan digital, jaringan internet 

khususnya teknologi informasi komputer. Media baru era digital 

memiliki karakteristik dapat dimanipulasi, bersifat jaringan atau 

internet. Media massa beralih ke media baru atau internet karena 

ada pergeseran budaya dalam sebuah penyampaian informasi. 

Kemampuan media era digital ini memudahkan masyarakat 

dalam menerima informasi lebih cepat. 

Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membuat 

perubahan besar terhadap dunia, lahirnya berbagai macam 

teknologi digital yang semakin maju telah banyak bermunculan. 

Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu 

informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas 

dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. 

Trend era digital masa kini yang semakin canggih 

menyebabkan terjadinya perubahan besar dunia. Manusia telah 

dimudahkan dalam melakukan akses terhadap informasi melalui 

banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital 

dengan bebas, namun dampak negatif muncul pula sebagai 

pelanggaran ITE. 

Papperless merupakan salah satu trend era digital di mana 

penggunaan kertas menjadi lebih sedikit. Penyimpanan secara 
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digital lebih aman daripada menyimpan bermacam dokumen 

dalam bentuk kertas. Digitalisasi dokumen berbentuk kertas 

menjadi file elektronik menjadi lebih mudah dalam berbagi salah 

satunya e-book. Dengan e-book kita tidak lagi harus menyimpan 

buku-buku yang tebal secara fisik dan membutuhkan tempat yang 

luas. Dengan file digital juga dokumen menjadi lebih ringkas yang 

setiap saat dapat dibuka melalui komputer, laptop dan 

handphone. 

Teknologi digital ini sudah diterapkan pada Kementerian 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada era 

digital 4.0. Khususnya untuk bidang Transmigrasi sudah ada 

terobosan inovasi secara online dengan platform peta yang 

dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Peta Terpadu Kawasan 

Transmigrasi (SIPUKAT). Dengan adanya aplikasi SIPUKAT ini 

dapat mengubah paradigma lama dengan cara mengumpulkan 

data-data ketransmigrasian yang semula dilakukan secara manual 

konvensional dan saat ini telah berubah mengikuti era zaman 

dengan memasuki teknologi komunikasi yaitu internet. 

Data yang ada pada SIPUKAT bersifat informasi yang 

informatif dan dapat menyatukan data-data yang tersebar di 

berbagai unit eselon satu, baik di Ditjen PKP2Trans dan Ditjen 

PKTrans, sehingga bisa dikumpulkan untuk saling bersinergi data 

ketransmigrasian tersebut agar dapat digunakan oleh masyarakat 

dan mitra transmigrasi. Aplikasi SIPUKAT dapat dimanfaatkan 

bagi pemangku kepentingan. Ketika akan mengembangkan 

kawasan transmigrasi dapat menentukan kualitas kebijakan yang 

dihasilkan memenuhi target untuk pengembangan daerah 

transmigrasi. 

a. Peta Terpadu 

SIPUKAT merupakan basis data yang berbasis Geographic 

Information System (WebGIS) generasi baru sebagai bentuk 

inovasi dalam penyajian Informasi Tata Ruang dan Profil Kawasan 
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Transmigrasi yang dapat diakses oleh Pemangku Kepentingan 

dan masyarakat umum melalui jaringan internet. Peta Terpadu 

merupakan menu untuk mengakses sistem informasi peta 

terpadu kawasan transmigrasi, tampilan peta terpadu dapat 

dilihat pada Gambar 5.1. 

Gambar 5. 1 Peta Terpadu Kawasan Transmigrasi 

 

Secara garis besar aplikasi peta terpadu kawasan transmigrasi 

terdiri dari 2 (dua) fitur, yaitu Layers dan Search Layers 

digunakan untuk mengakses informasi spatial yang terdapat di 

database SIPUKAT. Layers ditampilkan dengan lambang: 
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Layers terdiri dari dua macam yaitu:  

1. Layer Basemap, layer basemap merupakan peta dasar yang 

dapat dipilih, terdiri dari Google image dan topografi. 

Perbedaan dari kedua peta dasar dapat dilihat pada Gambar 

5.2 dan Gambar 5.3 

Gambar 5. 2 Peta Dasar Google Image 
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Gambar 5. 3 Peta Dasar Topografi 

Gambar 5. 4 Kawasan Hutan 
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2. Layer Data Ketransmigrasian, layer berisi data spasial 

ketransmigrasian dan data penunjang lain yang bisa diatur 

tampilannya sesuai dengan kebutuhan user. Layer tersebut 

terdiri dari data Polygon (Kawasan Transmigrasi, SKP), Layer 

Line (RTSP/ Jalan) dan Layer Point (Komoditas Unggulan, 

Lokasi Wisata), serta Layer raster yang berisi hasil foto udara 

resolusi tinggi (contoh: Drone Mesuji). 

Secara keseluruhan layar data ketransmigrasian dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 5 Layer Data Ketransmigrasian 

 

Fitur pencarian (Search) dapat dipilih untuk pencarian lokasi 

(nama administrasi atau nama kawasan transmigrasi) dan 

pencarian komoditas unggulan yang dapat diketik dalam kotak 

yang tersedia, lalu pilih Do, seperti yang terlihat ada Gambar 

5.5. 
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Gambar 5. 6 Fitur Pencarian 

 

5.2 Potensi Kawasan Transmigrasi 

Pembangunan transmigrasi juga dimaksudkan agar 

masyarakat dapat mencapai kesejahteraan dalam waktu yang 

telah ditentukan. Untuk mencapai maksud tersebut, 

pembangunan sebuah wilayah baru sebagai wilayah transmigrasi 

perlu dilakukan melalui Prinsip-prinsip pengembangan wilayah 

(regional development) yang bersifat lestari (sustainable). 

 Untuk itu, diperlukan suatu model pengembangan wilayah 

yang didukung oleh pengembangan masyarakat (community 

development) yang memadai.  

Selain itu, pembangunan permukiman transmigrasi pada 

hakikatnya merupakan pembangunan wilayah di daerah baru 

yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk 

di antaranya berbagai aspek ekonomi, sosial, budaya, keamanan 

dan ketertiban masyarakat. 
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Proses/Cara:

Diskusi dengan 

Stakeholder, Pengukuran/

Pendataan, Pemetaan, 

Analisis/Sintesis

Pengumpulan Data & Informasi

Analisis SIG

Analisis 

Penginderaan 

Jauh

Checking Stake-holder Daerah 

(Peta dan Data)

Potensi Kawasan Transmigrasi

 
Gambar 5. 7 Teknis Analisis Identifikasi Potensi Kawasan 

 

”Identifikasi Potensi Kawasan” dilaksanakan dalam 

konteks perencanaan penempatan transmigrasi lingkup 

kabupaten. Melalui perencanaan yang disusun di lokasi yang 

tepat, diharapkan penempatan transmigran dapat lebih tepat 

sasaran dan sesuai dengan kebutuhan lokasi, sehingga pencapaian 

sasaran kesejahteraan transmigran dapat tercapai.  

Perencanaan lokasi secara akurat menjadi lebih relevan lagi 

mengingat saat ini, lokasi bagi penempatan transmigrasi semakin 

sedikit sehubungan dengan meningkatnya persaingan 

penggunaan lahan untuk berbagai kebutuhan di berbagai sektor 

di luar sektor transmigrasi. 

Dalam konteks perencanaan penempatan, sesuai dengan 

amanat Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang 

Ketransmigrasian, transmigrasi adalah perpindahan penduduk 

secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap 

di kawasan transmigrasi. Sementara itu, kawasan transmigrasi 

adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai 

permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem 

pengembangan berupa Wilayah Pengembangan Transmigrasi 

atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.  
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Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaksanaan transmigrasi 

dilaksanakan di Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan 

Lokasi Permukiman Transmigrasi (LPT). Yang dimaksud dengan 

Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial 

yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman 

transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan 

pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk 

mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan 

perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 

Sementara itu, Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah lokasi 

potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi 

untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada 

atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 

Kegiatan Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi ini 

merupakan kegiatan awal dan merupakan dasar pengalokasian 

lahan untuk perencanaan WPT/LPT oleh Pemerintah Kabupaten, 

yang selanjutnya layak tidaknya kawasan tersebut dilakukan 

studi berikutnya yaitu penyusunan RKWPT termasuk Site Plan 

dan DED Prasarana dan Sarana Pusat pertumbuhan wilayah 

sebagai kawasan perkotaan baru. Hasil Identifikasi Potensi 

Kawasan Transmigrasi yang telah diupload di dalam Aplikasi 

SIPUKAT, dapat dilihat pada gambar 5.8 di bawah ini. 
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Gambar 5. 8 Potensi Kawasan 

 

5.3 Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) 

Kawasan Transmigrasi dibangun dan dikembangkan di 

kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan 

pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan 

fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan 

dalam satu kesatuan sistem pengembangan. Pembangunan 

Kawasan Transmigrasi dirancang secara holistik dan 

komprehensif sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 

Pedesaan/Wilayah Kabupaten dalam bentuk Wilayah 

Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman 

Transmigrasi. 

Wilayah Pengembangan Transmigrasi merupakan bentuk 

kawasan transmigrasi yang dikembangkan dari kawasan 

perdesaan menjadi sistem produksi pertanian dan pengelolaan 

sumberdaya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan 

hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan baru sebagai 

KPB. Wilayah Pengembangan Transmigrasi terdiri atas: 
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beberapa SKP, dan salah satu SKP yang dikembangkan menjadi 

KPB. Setiap SKP yang dimaksud di atas terdiri atas sekurang-

kurangya tiga SP dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) SP, yang 

salah satunya disiapkan menjadi Desa Utama sebagai pusat SKP 

atau menjadi pusat KPB. Saat ini ketersediaan lahan untuk 

pembangunan kawasan transmigrasi baru sudah sangat 

terbatas dan masih adanya desa-desa setempat yang terisolir. 

Maka salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah 

merencanakan pemukiman yang terintegrasi dengan penduduk 

lokal/ desa dalam satu kesatuan administrasi desa, berupa SP 

Pugar. Untuk desa-desa yang berada di sekitar calon pemukiman 

transmigrasi dan tidak memiliki akses ke pusat pertumbuhan 

akan dihubungkan ke pemukiman transmigrasi dan akan 

dimasukkan dalam deliniasi SKP dan SP tersebut selanjutnya 

disebut SP Tempatan, SP-SP baik SP baru, SP Pugar maupun SP 

tempatan direncanakan mengarah ke pembentukan satu-

kesatuan kawasan ekonomi dalam sistem pengembangan 

ekonomi wilayah, sehingga wujud SKP tidak hanya berupa SKP 

baru akan tetapi juga berupa SKP yang terintegrasi antara SP 

baru, SP Pugar. Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) Kawasan 

Transmigrasi terdiri dari 152 Kawasan di 24 Provinsi yang telah 

tersajikan dalam Aplikasi SIPUKAT, dengan contoh tampilan 

informasi SKP kawasan dengan gambar 5.9 di bawah ini. 
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Gambar 5. 9 Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) 

 

5.4 Video di Kawasan Salim Batu 

Informasi Kawasan Transmigrasi yang sudah terdeliniasi ke 

dalam kawasan transmigrasi, salah satunya adalah Kawasan Salim 

Batu, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dengan 

menampilkan informasi secara visual dengan video yang 

dihadirkan untuk memberikan berita tentang transmigran yang 

akan bertransmigrasi ataupun transmigran yang sudah 

ditempatkan pada daerah tujuan transmigrasi. 

Video ini sudah terdapat di 152 kawasan transmigrasi yang 

telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2015-2019 dengan 

berbagai informasi yang berbeda-beda pada setiap kawasan 

transmigrasi. Penggambaran video di kawasan Salim Batu dapat 

dilihat pada gambar 5.10 di bawah ini. 



90 
SIPUKAT  

Gambar 5. 10 Video Kawasan Salim Batu 

 

5.5 Pengembangan Usaha Transmigran  

Penyelenggaraan transmigrasi mempunyai potensi untuk 

memberikan kontribusi dalam mengatasi sebagian masalah 

nasional di antaranya melanjutkan pembangunan daerah, 

meningkatkan produksi pangan, perluasan kesempatan kerja dan 

peluang usaha bagi golongan ekonomi lemah serta pengentasan 

kemiskinan. Program transmigrasi diharapkan dapat 

memberdayakan potensi masyarakat di daerah-daerah, sehingga 

dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi 

kemiskinan. Pengembangan usaha tani bagi transmigran 

merupakan kegiatan yang sangat penting dalam upaya 

peningkatan kesejahteraan.  
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Pengembangan kegiatan usaha tani transmigran dari sudut 

pendekatan sistem dapat dilakukan dengan mengacu situasi yang 

ada dalam masyarakat transmigran. Program pemberdayaan 

masyarakat transmigran perlu memperhatikan spesifik lokal, 

potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat transmigran, agar 

program yang dijalankan bermanfaat bagi semua lapisan 

masyarakat transmigran. Data Pengembangan Usaha 

Transmigran (PUT) telah tersajikan dalam aplikasi SIPUKAT, 

seperti gambar 5.11 di bawah ini. 

Gambar 5. 11 Pengambang Usaha Transmigran (PUT) 

 

5.6 Prioritas Nasional 2020-2024 

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 18 Tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 

2020-2024, sehingga disusun rencana strategis untuk bidang 

transmigrasi. Berdasarkan UU Ketransmigrasian mengamanatkan 

bahwa pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis 
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kawasan. Mandat tersebut merupakan salah satu upaya 

percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama di luar pulau 

Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak 

pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat pada gambar 5.12 dan 

5.13 di bawah ini. 

Gambar 5. 12 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional 
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Gambar 5. 13 Arah Prioritas Pembangunan Kawasan 

Transmigrasi 

Untuk RPJMN 2020-2024 ada 52 Kawasan Transmigrasi sebagai 

Prioritas Nasional, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

PRIORITAS NASIONAL (PRONAS) 2020 -2024 
 

No Provinsi Kabupaten Kawasan Transmigrasi 

1 Aceh Aceh Tengah Ketapang Nusantara 

2 Aceh  Simeulue Selaut 

3 Aceh  Bener Meriah  Samar Kilang  

4 Sumatera Barat Pesisir Selatan Lunang Silaut 

5 Jambi Bungo Bathin III Ulu 

6 Sumatera Selatan Lahat Kikim 

7 Sumatera Selatan Banyuasin Telang 

8 Sumatera Selatan Ogan Ilir Parit Rambutan 

9 Bengkulu Bengkulu Utara Lagita 

10 Lampung Tulang Bawang Rawa Pitu 

11 Lampung Mesuji Mesuji 

12 
Kepuluan Bangka 
Belitung Bangka Selatan Batu Betumpang 

13 Nusa Tenggara Barat Sumbawa Labangka 

14 Nusa Tenggara Barat Bima Tambora 
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15 Nusa Tenggara Timur 
Timor Tengah 
Utara Ponu 

16 Nusa Tenggara Timur Sumba Timur Melolo 

17 Nusa Tenggara Timur Malaka Kobalima Timur 

18 Kalimantan Barat Sambas Subah 

19 Kalimantan Barat Sambas Gerbang Mas Perkasa 

20 Kalimantan Barat Kubu Raya Rasau Jaya 

21 Kalimantan Tengah Lamandau Belantika Raya 

22 Kalimantan Selatan Barito Kuala Cahaya Baru 

23 Kalimantan Timur Paser Kerang 

24 Kalimantan Timur Kutai Timur Maloy Kaliorang 

25 Kalimantan Utara Bulungan Salim Batu 

26 Kalimantan Utara Nunukan Seimanggaris 

27 Sulawesi Tengah Poso Tampolore 

28 Sulawesi Tengah Buol Air Terang 

29 Sulawesi Tengah Morowali Bungku 

30 Sulawesi Tengah Parigi Moutong Bahari Tomini Raya 

31 Sulawesi Tengah Tojo Una Una Padauloyo 

32 Sulawesi Tengah Sigi Palolo 

33 Sulawesi Selatan Wajo Gilireng 

34 Sulawesi Selatan Luwu Utara Masamba 

35 Sulawesi Selatan Luwu Timur Mahalona 

36 Sulawesi Tenggara Konawe Asinua/Routa 

37 Sulawesi Tenggara Muna Mutiara 

38 Sulawesi Tenggara Konawe Selatan Tinanggea 

39 Gorontalo  Gorontalo Pulubala 

40 Gorontalo  Boalemo Pawonsari 

41 Gorontalo  Boalemo Paguyaman Pantai 

42 Gorontalo  Gorontalo Utara Sumalata 

43 Sulawesi Barat Pasang Kayu Sasudu Baras 

44 Sulawesi Barat Mamuju Tengah Tobadak 

45 Maluku Maluku Tengah Kobisonta 

46 Maluku Utara Kepuluan Sula Pulau Mangoli 

47 Maluku Utara Pulau Morotai  Morotai 

48 Papua Merauke Salor 

49 Papua Merauke Muting 

50 Papua Keerom Senggi 

52 Papua Barat Fak Fak Bombrey-Tomage 

52 Papua Barat Teluk Wondama  Werianggi Werabur 
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5.7 Sinergitas Kementerian/Lembaga 

Paradigma transmigrasi yang transformatif harus 

memberikan ruang dan peluang transmigran agar lebih produktif 

dan sejahtera. Transmigrasi harus menjadi media pengembangan 

diri dan komunitas masyarakat untuk maju dan berkembang. 

Arah kebijakan pokok pembangunan berbasis kewilayahan dalam 

kurun waktu 2020-2024, pembangunan kawasan transmigrasi 

difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar, peningkatan 

aksesibilitas dan pengembangan ekonomi mendukung pusat 

pertumbuhan wilayah. 

Hal ini perlu adanya sinergitas pada kementerian/lembaga 

untuk bekerjasama, berkoordinasi, bersinergi untuk mewujudkan 

daerah-daerah transmigran yang berkembang, maju dan mandiri. 

Pada aplikasi SIPUKAT telah tersajikan dari Kementerian/ 

Lembaga yang akan bersinergi dengan transmigrasi yang terlihat 

pada gambar 5.14 di bawah ini. 

Gambar 5. 14 Sinergitas/Lembaga 
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5.8 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) 

Kerja sama Pelaksanaan Transmigrasi Antar Pemerintah 

Daerah dilaksanakan dalam bentuk perjanjian kerja sama antara 

pemerintah daerah provinsi tujuan dengan pemerintah provinsi 

daerah asal dan perjanjian kerja sama antara pemerintah daerah 

kabupaten/ kota tujuan dengan pemerintah daerah kabupaten/ 

kota asal, Subdit Mediasi dan Kerja Sama Antar Daerah berperan 

sebagai fasilitator dalam penyusunan draft naskah perjanjian 

kerja sama antara pemerintah daerah provinsi Daerah Tujuan 

dengan Daerah Asal. Data KSAD telah tersajikan dalam aplikasi 

SIPUKAT, seperti pada gambar 5.15 di bawah ini. 

    Gambar 5. 15 Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) 
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5.9 Matrik Kegiatan Daerah 2020-2024 

Kegiatan Daerah yang masuk dalam prioritas nasional di 52 

Kawasan Transmigrasi RPJMN 2020-2024 dengan berbagai 

informasi apa yang harus dibangun, diperbaiki beserta dengan 

jumlah biaya telah ada data dan kelengkapannya pada aplikasi 

SIPUKAT, yang telah tergambarkan pada gambar 5.16 di bawah 

ini. 

Gambar 5. 16 Matriks Kegiatan Daerah 

 

5.10 Penempatan Transmigran 

Dalam pelaksanaan penempatan dan penataan transmigran 

dari daerah asal sampai lokasi tujuan mendapatkan pelayanan 

tepat waktu dan tepat mutu sesuai dengan peraturan yang telah 

ditetapkan. Namun disadari bahwa pelaksanaan di lapangan 
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belum seperti yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi 

yang dilematis. Di satu sisi ingin memberikan pelayanan prima, 

namun sisi lain dihadapkan pada kapasitas SDM khususnya 

petugas daerah yang selama ini latar belakangnya bukan dari 

bidang transmigrasi, serta tuntutan masyarakat yang terkadang 

berlebihan di luar kemampuan aparat. Masalah dan tantangan 

tersebut tidak saja terkait dengan aspek teknis pemindahan dan 

penataan, melainkan juga aspek lain yang berada di luar 

jangkauan para pengelola dan pelaksana. Sehubungan dengan hal 

tersebut, diperlukan adanya integrasi program dan sinergitas 

kegiatan antara pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, 

agar keinginan dapat mencapai sesuai yang diharapkan. Data 

Penempatan Transmigran sudah tersajikan dalam aplikasi 

SIPUKAT pada gambar 5.17 di bawah ini. 

Gambar 5. 17 Penempatan Transmigran 
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5.11 Kawasan Lamunti Dadahup 

Kalimantan Tengah memiliki potensi lahan yang sangat luas 

untuk dikembangkan. Pemerintah mencanangkan untuk 

dibangun Food Estate di Kalimantan Tengah. Food Estate 

merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang 

dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan 

bahkan peternakan yang berada di suatu kawasan lahan yang 

sangat luas. Sehingga banyak manfaat dari pengembangan food 

estate (1) meningkatkan nilai tambah sektor pertanian lokal, (2) 

petani dapat mengembangkan skala usaha tani secara luas, (3) 

potensi ekspor pangan ke negara lain, (4) meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja pertanian, (5) integrasi sentra produksi, 

pengolahan dan perdagangan dan (6) harga pangan murah. 

Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Tengah telah 

dilaksanakan sejak pra Pelita dan sampai saat ini telah dibangun 

265 UPT dengan jumlah transmigran sebanyak 102.445 KK atau 

403.808 jiwa yang tersebar di seluruh Kabupaten. Kabupaten 

Kapuas telah dibangun 50 UPT dengan jumlah transmigran yang 

ditempatkan 20.049 KK atau 82.792 jiwa. Sebaran Kawasan 

transmigrasi Kabupaten Kapuas berdasarkan basis data kawasan 

transmigrasi adalah sebanyak 5 kawasan. Kawasan Lamunti-

Dadahup menjadi Kawasan Transmigrasi yang sudah ditetapkan 

oleh Menteri Desa PDT dan Transmigrasi dengan No. SK Menteri 

No. 118 /2017. Selain itu, 4 Kawasan lain hasil pencermatan 619 

kawasan transmigrasi adalah Kawasan Palingkau, Kawasan Kuala 

Kapuas I, Kawasan Kuala Kapuas II, dan Kawasan Pandih Batu. 

Untuk merealisasikan rencana Food Estate, penduduk 

Kalimantan Tengah masih relatif sedikit untuk wilayahnya yang 

sangat luas, Kalimantan Tengah memerlukan sumber daya 

manusia khususnya petani dengan jumlah cukup banyak. 

Kebutuhan tenaga kerja diperkirakan mencapai 1,4 juta. Salah 

satu cara mengatasi permasalahan kekurangan SDM di bidang 
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pertanian, perkebunan dan peternakan adalah melalui 

transmigrasi. Untuk itu, Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah 

telah mengakhiri moratorium transmigrasi. Kebijakan Pemda 

Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyiapan tenaga kerja untuk 

pengembangan Food Estate adalah sebagai berikut: 

❖ ± 750.000 orang Transmigran (Petani) setara dengan ± 

187.000 KK. Transmigran Lokal minimal 50%.  

❖ ± 650.000 orang tenaga kerja lokal melalui Revitalisasi BLK 

dan LPKS untuk menghasilkan tenaga kerja terampil. 

Komoditas pertanian pangan yang banyak diusahakan di 

Kabupaten Kapuas adalah Padi Sawah, Padi Ladang, Jagung, Ubi 

Kayu, Kacang Tanah, Kedelai dan Kacang hijau. Beberapa data 

menunjukkan pertanian padi menjadi komoditas yang unggul di 

Kabupaten Kapuas. Untuk mengetahui seberapa besar program 

transmigrasi dapat mendukung rencana Food Estate, dapat 

diketahui di aplikasi SIPUKAT yang terlihat pada gambar 5.18 di 

bawah ini. 
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Gambar 5. 18 Kawasan Lamunti Dadahup 

 

Adapun yang ditampilkan pada deliniasi kawasan transmigrasi 

pada info yang ada di kawasan Lamunti Dadahup sebagai berikut: 

Info Kawasan 
 

ID 43 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

KABUPATEN KAPUAS 

NAMA LAMUNTI - DADAHUP 

LUAS(Ha) 170 758.98 

JUMLAH KK 14 569 

POTENSI JUMLAH SKP 9 

POTENSI SP BARU 12 

POTENSI SP TEMPATAN 1 

POTENSI SP PUGAR 29 
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KOMODITAS 
PADI SAWAH PADI LADANG 

KACANG TANAH 

KEPUTUSAN MENTERI NO.118 TAHUN 2017 

  

KAWASAN LAMUNTI - DADAHUP 

 

AKSES 

2 JAM 33 MENIT MENGGUNAKAN TRANSPORTASI DARAT DARI 

BANDAR UDARA TJILIK RIWUT PALANGKARAYA MENUJU 

KAWASAN TRANSMIGRASI LAMUNTI- DADAHUP 

 

5.12 Diagram Laba-Laba 

Hasil analisis dan penghitungan pada setiap dimensi 

(ekonomi, sosial budaya, lingkungan, jejaring prasarana dan 

kelembagaan) dengan menggunakan program PRAPKTRANS 

ditujukan dengan ”Peta” posisi dimensinya. Nilai indeks dimensi 

tersebut dikaitkan dengan bobot setiap dimensi. Berdasarkan 

hasil penghitungan bobot dimensi akan tergambarkan pada 

masing-masing indeks dimensi yang diperoleh nilai indeks 

perkembangan kawasan transmigrasi (IPKTRANS) dan akan 

diketahui dengan status Mandiri, yang tergambar pada diagram 

laba-laba kawasan lamunti-dadahup, Kabupaten Kapuas, Provinsi 

Kalimanatan Tengah yang tergambarkan pada gambar diagram 

laba-laba 5.19 di bawah ini. 
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Gambar 5. 19 Diagram Laba-laba 

 

Di dalam Informasi Kawasan yang ada dalam Aplikasi 

SIPUKAT pada setiap kawasan yang telah ditetapkan oleh Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di 152 

kawasan transmigrasi mendapatkan informasi Peta Kawasan 

Transmigrasi dalam bentuk Pdf dan dapat di download. Salah 

satunya yang tergambarkan pada gambar peta Pdf 5.20 di bawah 

ini. 
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Gambar 5. 20 Peta Kawasan 
 

5.13 Komoditas Unggulan 

Transmigrasi sebagai model pembangunan komunitas 

masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok. Pertama, 

meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat 

transmigrasi (transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman 

transmigrasi).  Kedua, membangun kemandirian (transmigran 

dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi). Ketiga, 

mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga 

ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang 

secara berkelanjutan. Untuk perlu ditingkatkan komoditas 

unggulan di kawasan transmigrasi ataupun Eks Pemukiman 

Transmigrasi. Data komoditas unggulan ditampilkan dengan icon 

komoditas yang ada di 152 kawasan transmigrasi dan telah tersaji 
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pada aplikasi SIPUKAT, yang tergambarkan pada gambar 5.21 

berikut ini. 

Gambar 5. 21 Icon Komoditas Kawasan Subulussalam 
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5.14 Lokasi Wisata 

 Kawasan transmigrasi memiliki banyak potensi sumber daya 

yang dapat digali dan dikembangkan menjadi kegiatan produktif 

yang bisa mendongkrak ekonomi daerah, meningkatkan 

pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan 

wisata unggulan merupakan langkah strategis untuk mewujudkan 

agrowisata di wilayah transmigrasi. 

Agrowisata sangat potensial dikembangkan menjadi wisata 

unggulan di wilayah transmigrasi, tapi perlu didorong dengan 

hadirnya inovasi dan kreativitas agar dapat diolah menjadi 

sesuatu yang menarik, sehingga dapat mengundang wisatawan 

untuk datang dan begitu pula investor bisa mengembangkan 

wilayah transmigrasi menjadi daerah yang berdaya saing. Hal ini 

tergambarkan pada icon-icon lokasi wisata yang terdapat di 152 

kawasan transmigrasi, seperti gambar 5.22 di bawah ini. 

Gambar 5. 22 icon lokasi Wisata 
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Informasi yang ditampilkan adalah link video dari lokasi wisata di 

kawasan tersebut: 
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Melalui UU Nomor 29 Tahun 2009, transmigrasi memasuki 

paradigma baru. Dari semula peran pemerintah pusat sangat 

besar menjadi koordinasi pemerintah pusat, daerah (asal dan 

tujuan) dan mitra. Dari pembinaan masyarakat dan lingkungan 

transmigrasi menjadi pengembangan masyarakat dan kawasan 

sehingga dapat berkelanjutan dalam pelaksaaan izin transmigrasi. 

Konsep pendukung transmigrasi bersama mitra adalah 

transmigrasi swakarsa berbantuan, jenis transmigrasi yang 

dirancang oleh pemerintah atau pemda dengan mengikutsertakan 

badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk 

yang berpotensi berkembang maju. Konsep lainnya adalah 

Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi dilakukan untuk 

membangun dan membina perkebunan rakyat di wilayah baru 

agar mampu meningkatkan kegiatan transmigrasi dengan 

mewujudkan suatu sistem pengelolaan usaha yang memadukan 

bebagai kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil. 

Penyediaan lahan zaman dulu plasma 20 inti 80 dan sekarang 

telah di ubah plasma 80 dan inti 20. 

Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah asal dan 

daerah tujuan, mitra/ swasta perlu adanya kepastian transmigrasi 

yang saat ini dikenal dengan zaman now adalah reforma agrarian 

dengan legalisasi lahan transmigrasi, kemitraan dan produk 

unggulan kawasan perdesaan. Intinya adalah on farm dengan 

apapun komoditasnya yang dapat dikelola dengan pihak ketiga. 

Dengan perhitungan bila satu transmigran menguasai lahan 3-4 

ha sehingga skala ekonomi tercapai dan kesejahteraan dapat 

meningkat. IPT pada kawasan transmigrasi ditunjukkan oleh 

pointer seperti di bawah 5.23 ini. 
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Gambar 5. 23 Icon Ijin Pelaksanaan Transmigrasi 

Gambar 5. 24 Ijin Pelaksanaan Transmigrasi (IPT) 
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5.15 RSKP, RTSP, Prukades dan BUMDes 

SIPUKAT juga menyediakan informasi spasial untuk studi 

Perencanaan Transmigrasi yang dimulai dari yang makro adalah 

Identifikasi Potensi Kawasan, RKT dan dilanjutkan pada 

perencanaan selanjutnya yang meso RSKP dan mikro yaitu RTSP 

serta Informasi lain seperti BumDes dan Prukades yang telah 

tersajikan dalam aplikasi ini. Hal ini tergambarkan pada informasi 

yang ada pada SIPUKAT dengan penjelasan studi perencanaan 

transmigrasi sebagai berikut: 

5.16.1 Rencana Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) 

Perencanaan Kawasan Transmigrasi adalah Perencanaan 

Kawasan yang mempunyai fungsi utama budidaya, dalam bentuk 

Rencana Tata Ruang Kawasan Transmigrasi (RTRKT), yang 

merupakan bagian integral dari Rencana Kawasan Perdesaan atau 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.  

Sistem penyelenggaraan transmigrasi terdiri dari sub sistem 

Perencanaan Kawasan Transmigrasi, sub sistem Pembangunan      

Kawasan Transmigrasi dan sub sistem Pengembangan 

Masyarakat Transmigrasi dan Kawasan Transmigrasi. Dalam Sub 

sistem Perencanaan Kawasan Transmigrasi, Penyusunan Rencana 

Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP), merupakan kelanjutan 

dari Penyusunan Rencana Tata Ruang Transmigrasi (RTRKT).  

Subsistem Perencanaan Kawasan Transmigrasi, sebagai bagian 

integral dari sistem penyelenggaraan transmigrasi, hasilnya 

merupakan dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Transmigrasi 

berupa Rencana Wilayah Pengembangan Transmigrasi (RWPT) 

dan Rencana Lokal Pemukiman Transmigrasi (RLPT). Rencana 

Satuan Kawasan Pengembangan (RSKP) dan Rencana Teknis 

Satuan Permukiman (RSKP).  

Ketiga dokumen hasil subsistem Perencanaan Kawasan 

Transmigrasi tersebut, merupakan input untuk menyusun 
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rencana jangka panjang, rencana jangka menengah dan program 

tahunan pembangunan transmigrasi; 

• RTRKT merupakan rencana jangka panjang (20 tahun sesuai 

RTRWP/K) 

• Rencana Rinci SKP merupakan jangka menengah (lima 

tahunan sesuai RPJM) 

• RTSP merupakan rencana jangka pendek (program tahunan) 
 

Pada hakikatnya program transmigrasi adalah untuk 

mendukung percepatan pertumbuhan daerah. Pada masa lalu 

pembangunan pemukiman transmigrasi khusus di atas lahan yang 

memiliki SK HPL, yang ternyata menimbulkan kecemburuan 

penduduk setempat yang berada di sekitarnya. 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk 

melibatkan penduduk setempat dalam program transmigrasi 

adalah pembangunan kawasan transmigrasi yang terintegrasi 

dengan penduduk lokal/desa yang ada, yaitu dengan cara 

memasukkan desa sekitar ke dalam deliniasi SKP, yang mengarah 

ke pembentukan satu kesatuan kawasan ekonomi dalam sistem 

pengembangan ekonomi wilayah. 

 Untuk mewujudkan data dan deliniasi peta Rencana Satuan 

Kawasan Pengembangan (RSKP) sudah ter upload dalam Aplikasi 

SIPUKAT, dengan penggambaran di bawah ini yaitu Kawasan 

Melolo, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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Gambar 5. 25 Rencana Teknis Satuan Pengembangan 

(RSKP) 

5.16.2 Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) 

Rencana Teknis Satuan Permukiman (RSKP) untuk 

mengoptimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam oleh 

sumberdaya manusia yang berkualitas, mengacu kepada 

keterbatasan lingkungan yang sekaligus mendukung terciptanya 

lingkungan pemukiman transmigrasi secara aman, produktif dan 

berkelanjutan.  

Adapun tujuan dari rencana teknis satuan pemukiman yaitu 

(1) menyusun rencana detail pemanfaatan ruang SP, (2) 

menyusun rencana detail pola usaha pokok dan pengembangan 

usaha yang dapat dikembangkan, (3) rencama jenis transmigrasi 

yang akan dilaksanakan, (4) rencana kebutuhan pembangunan SP. 
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Sasaran dari rencana teknis satuan pemukiman adalah (1) 

tersedia informasi mengenai jumlah transmigran yang bisa 

ditempatkan, (2) berkembangnya komoditas unggulan/ potensial 

di calon pemukiman transmigrasi untuk mendukung 

pengembangan ekonomi kawasan, (3) terciptanya keselarasan, 

keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman 

transmigrasi dan desa-desa setempat dalam kawasan. 

Manfaat dari rencana teknis satuan pemukiman adalah (1) 

dokumen RTSP baru yang memuat berbagai rekomendasi untuk 

pembangunan kawasan transmigrasi dari aspek biofisik, sosial 

ekonomi, dan sosial budaya untuk menjadikan permukiman 

transmigrasi yang layak huni, layak usaha dan layak 

lingkungan,(2) mengetahui jumlah penduduk lokal yang bersedia 

masuk di calon pemukiman transmigrasi,(3)mengetahui areal 

yang layak dibuka untuk pemukiman transmigrasi dan jumlah 

rumah yang harus dibangun, (4)mengetahui usaha pertanian 

sesuai dengan kondisi lahan calon pemukiman transmigrasi, 

(5)mengetahui perkiraan kualifikasi SDM yang dibutuhkan untuk 

pembangunan kawasan transmigrasi. 

Rencana detail pemanfaatan ruang SP Baru terdiri dari  (1) SP 

merupakan bagian dari Satuan Kawasan Pengembangan, (2) SP 

terdiri dari beberapa blok pemukiman, dengan daya tampung SP 

antara 300–500 KK, (3) blok-blok pemukiman di RTSP Baru 

terdiri atas; (a)blok pusat desa, (b)blok-blok pemukiman 

transmigran, (3) blok-blok lahan usaha I transmigran, (d) blok-

blok lahan usaha  II transmigran, (e) blok untuk fasum ( tanah 

bengkok, test farm, kuburan dan khusus ditambah seed farm 

untuk SP yang berperan sebagai desa utama), (f) blok-blok lahan 

untuk konservasi lahan, (4)setiap SP merupakan permukiman 

yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk 

pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan 

sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 
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pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi, (5) dari 

setiap SP dihubungkan ke Pusat SKP dengan jalan poros, (6)fungsi 

dan peran pusat desa sebagai berikut: (a) sebagai pusat kegiatan 

usaha ekonomi skala kecil (gudang pengumpul hasil pertanian, 

kios tani, lantai jemur, test farm, KUD), (b) sebagai pelayanan jasa 

perdagangan (warung/toko kecil), (c) pelayanan Pendidikan (SD), 

(d) pelayanan kesehatan (balai pengobatan),(e) fasilitas umum 

(rumah ibadah, listrik, telepon), sarana air bersih, kotak pos dan 

taman terbuka. 

Ketentuan, persyaratan, prinsip dan kriteria penyusunan 

RTSP baru yaitu (1) penyusunan RTSP baru harus merupakan 

kelanjutan dari rekomendasi dokumen Rencana Satuan Kawasan 

Pengembangan (RSKP), sebagai rekomendasi hasil perencanaan 

RTRKT berupa RWPT dan RLPT,(2) dalam proses penyusunan 

RTSP baru, harus melibatkan masyarakat melalui peran serta 

masyarakat baik perorangan, kelompok masyarakat maupun 

badan usaha, (3) dalam proses penyusunan RTSP baru yang 

holistik komprehensif maka harus menggunakan tenaga ahli dari 

berbagai ilmu. 

Pada Aplikasi SIPUKAT telah tersajikan data dan informasi 

tentang Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) sesuai dengan 

aturan dan ketentuan untuk penyusunan RTSP di suatu lokasi 

transmigrasi, hal ini tergambarkan pada peta dan informasi 

gambar 5.26 di bawah ini. 
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Gambar 5. 26 Rencana Teknis Satuan Pemukiman (RTSP) 

 

5.16.3 Badan Usaha Milik Desa (BumDes) 

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat 

sejalan dengan agenda prioritas (Agenda Nawacita) 

pembangunan dalam era pemerintahan saat ini, dengan agenda 

salah satunya “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan 

Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka 

Negara Kesatuan”. 

Dalam rangka mewujudkan agenda Nawacita tersebut, maka 

dikembangkan Badan Usaha Milik Desa (BumDes) di seluruh 

Indonesia. BumDes diharapkan mampu berperan sebagai motor 

penggerak pembangunan eknomi desa, yang dilakukan oleh 

rakyat dan untuk rakyat serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa. 

BumDes dimungkinkan untuk dikembangkan di seluruh desa di 

Indonesia, oleh karena itu UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 
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telah mengamanatkan, dimana dikatakan (Pasal 87) bahwa (1) 

Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM 

Desa, (2) Bum Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan 

kegotong royongan dan (3) Bum Desa dapat menjalankan usaha 

di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Secara Strategis memang banyak cita-cita dan harapan 

berkembangnya Bum Des ini. Pendirian lembaga ini antara lain 

mengurangi peran para tengkulak yang seringkali menyebabkan 

biaya transaksi (transaction cost) antara harga produk dari 

produsen kepada konsumen akhir. Melalui lembaga ini 

diharapkan setiap produsen di pedesaan dapat menikmati selisih 

harga jual produk dengan biaya produksi yang layak. Lembaga ini 

diharapkan juga dapat membangun dan menghidupkan kegiatan-

kegiatan yang bernuansa business di masyarakat, tanpa 

mengurangi jiwa kegotong royongan masyarakat desa. 

Pada Aplikasi SIPUKAT telah tersajikan data Badan Usaha 

Milik Desa (BumDes) seluruh Indonesia, kecuali di Pulau Jawa. 

Data BumDes yang ada di SIPUKAT ini tersajikan baik di dalam 

kawasan transmigrasi ataupun di luar kawasan transmigrasi. Hal 

ini tergambarkan data BumDes dengan platform peta beserta 

informasi yang diperoleh dari Ditjen Pemberdayaan Masyarakat 

Desa (Ditjen PPMD), seperti gambar 5.27 di bawah ini. 
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Gambar 5. 27 Badan Usaha Milik Desa (BumDes) 

 

5.16.4 Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) 

Program unggulan Kawasan Perdesaan yang disingkat 

Prukades dikembangkan sejak tahun 2016. Prukades menguatkan 

jaringan kerja sama antar desa melalui penguatan BumDes 

Bersama. Modal besar dari BumDes bersama menjadi instrument 

untuk menjalankan bisnis skala ekonomis. Swasta dan Perbankan 

juga tersambung sebagai pemasar, off taker maupun pengelola 

pengolahan komoditas lokal, agar produk unggulan memiliki nilai 

tambah maksimal. 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berperan dalam 

memastikan perolehan manfaat sebanyak-banyaknya bagi warga 

desa. Progam Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) memiliki 

potensi untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi di 
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perdesaan. Hal ini selanjutnya berpotensi meningkatkan daya beli 

dan kesejahteraan warga desa. 

Selanjutnya, Program Unggulan Kawasan Perdesaan 

(Prukades) telah ter up load dalam Aplikasi SIPUKAT di seluruh 

Indonesia, baik yang berada dalam kawsaan transmigrasi maupun 

di luar kawasan transmigrasi yang tergambarkan dalam data, 

informasi dengan platform peta dengan pendekatan titik 

koordinatnya. Hal ini tergambarkan pada gambar 5.28 di bawah 

ini. 

Gambar 5. 28 Program Unggulan Kawasan Perdesaan 

(Prukades) 

 

5.16.5 Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 

2009 tentang Ketransmigrasian menyatakan bahwa Tanah yang 

diperoleh Pemerintah untuk penyelenggaraan transmigrasi 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 diberikan dengan hak 
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pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Adapun Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 

tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak 

Pakai, menyatakan bahwa hak pengelolaan adalah hak menguasai 

dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 

dilimpahkan kepada pemegangnya. Indikator Kinerja Kegiatan: 

Luasan Tanah Satuan Permukiman (Ha) yang difasilitasi 

pengurusan penerbitan SK HPL, Jenis Keluaran (Output): 

Tersedianya dokumen lengkap usulan Hak Pengelolaan untuk 

mendukung Penempatan Transmigran Baru yang akan 

disampaikan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional sesuai dengan persyaratan yang telah 

ditetapkan Volume Keluaran (Output):4.000 (Empat Ribu) Satuan 

Ukur Keluaran (Output): Ha. 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi selaku pemegang Hak Pengelolaan yang diberikan 

oleh Negara melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI 

mempunyai wewenang untuk merencanakan peruntukan dan 

penggunaan tanah tersebut. Dalam hal ini hak pengelolaan tanah 

transmigrasi berfungsi sebagai alas hak pertama sebagai dasar 

perolehan hak milik atas tanah transmigran. Proses pengurusan 

HPL mendukung penempatan transmigran baru (PTB) 

memerlukan data pendukung yang akurat guna memenuhi 

persyaratan program penerbitan hak pengelolaan yang diminta 

oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN RI dan Ditjen 

Anggaran serta untuk penertiban administrasi HPL. Untuk itu 

perlu inventarisasi data kelengkapan dokumen peta, SK dan 

sertipikat HPL serta inventarisasi data pemanfaatan HPL, 

sehingga perlu dilakukan kegiatan Fasilitasi Pengurusan HPL 

mendukung Penempatan Transmigran Baru (PTB) melalui 

koordinasi, pengumpulan dan pencermatan data di tingkat 

Provinsi dan Kabupaten. Informasi data HPL telah tersajikan 
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termasuk peta deliniasi pdf dalam aplikasi SIPUKAT, yang 

tergambarkan pada gambar 5.29 dan 5.30 di bawah ini.  

 
Gambar 5. 29 Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 

 
Gambar 5. 30 Peta PDF HPL 
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5.16.6 Kawasan Transmigrasi-Desa 

Program transmigrasi yang diterapkan oleh pemerintah saat 

ini menjadi ujung tombak untuk mendongkrak perekonomian 

masyarakat di Indonesia, dengan lahirnya pusat-pusat 

perekonomian baru di berbagai kawasan Indonesia. Dengan 

kawasan transmigrasi yang beririsan dengan kawasan perdesaan 

dapat mengembangkan perekonomian masyarakat, sehingga 

dapat mendorong pusat pertumbuhan antar desa. Kawasan Trans 

Desa ini sudah tersajikan dalam bentuk informasi dan peta PDF 

kawasan trans desa, seperti yang digambarkan pada gambar 5.31 

dan 5.32 di bawah ini. 

Gambar 5. 31 Kws Trans Desa Sano Ngoang 



122 
SIPUKAT  

Gambar 5. 32 Peta PDF Kws Trans Desa 

 

5.16.7 Pemetaan Potensi Komoditas Unggulan di Daerah 

Transmigrasi 

Untuk membangun kawasan strategis ekonomi, suatu 

wilayah perlu mengetahui komoditas yang dimiliki dan layak 

untuk dikembangkan. Potensi tersebut bisa karena potensi alam 

ataupun karena sektor tersebut memiliki keunggulan. Sehingga 

dengan modal yang sama, dapat berproduksi dalam waktu yang 

relatif singkat dan volume sumbangan untuk perekonomian 

daerah juga besar. Wilayah Indonesia yang memiliki keunggulan 

sumber daya alam menyimpan potensi pertanian yang menyebar 

merata di seluruh Indonesia termasuk kawasan transmigrasi.  

Paradigma pembangunan saat ini tidak saja menggunakan 

pendekatan geografis saja, tapi juga kepada pendekatan 

komoditas yang ada di daerah. Sehingga komoditas unggulan 

dapat memberikan kontribusi pada potensi keunggulan daerah di 

kawasan transmigrasi. 
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Transmigrasi sebagai model pembangunan komunitas 

masyarakat mempunyai tiga sasaran pokok. Pertama, 

meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat 

transmigrasi (transmigrasi dan masyarakat sekitar permukiman 

transmigrasi). Kedua, membangun kemandirian (transmigrasi 

dan masyarakat sekitar permukiman transmigrasi) dan Ketiga, 

mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi, sehingga 

ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang 

secara berkelanjutan. Terkait dengan potensi komoditas unggulan 

di daerah transmigrasi. Aplikasi SIPUKAT membangun sistem 

untuk komoditas unggulan sebagai sentra produksi dari hasil 

transmigran baik di dalam kawasan transmigrasi ataupun Eks 

UPT di daerah transmigrasi. 

 

5.16.8 Sentra Produksi PATRI 

Peta di masa sekarang tidak lagi produk statis, tetapi 

senantiasa dinamis, memuat informasi yang berubah setiap saat. 

SIPUKAT memberikan pelayanan pemetaan produk atau 

komoditas unggulan kawasan yang dinamis dengan melibatkan 

masyarakat sebagai stakeholder sentra produksi. Masyarakat 

bertanggung jawab terhadap penyediaan data produksi unggulan 

di wilayah masing-masing dengan melakukan pemetaan 

partisipatif. 

Pemetaan partisipatif merupakan pemetaan yang dilakukan 

secara bersama dengan melibatkan masyarakat yang memiliki 

atau tidak memiliki keahlian khusus. Pemetaan partisipatif dapat 

dilakukan dengan atau tanpa anggaran khusus, dan data yang 

didapat merupakan data primer. PATRI (Perhimpunan Anak 

Transmigran Republik Indonesia) merupakan badan yang 

mempunyai kompetensi akan produk unggulan kawasan 

transmigrasi, sehingga PATRI berperan penting dalam 

memverifikasi dan memastikan data yang diinput valid.  
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Produk unggulan dibatasi oleh tempat, jumlah, waktu dan 

kualitas sehingga untuk menyiapkan produk yang sesuai dengan 

serapan pasar perlu proses pemetaan yang dimulai dari sentra 

produksi. Sedangkan pemetaan konsumen dapat dilakukan 

dengan proses registrasi kepada admin dan diberikan login 

passwordnya. Diawali dengan masuk ke dalam aplikasi SIPUKAT 

dan memilih menu Sentra Produksi, seperti yang digambarkan 

pada gambar 5.33 dan 5.34 di bawah ini.  

Gambar 5. 33 Menu Sentra Produksi 
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Lalu akan muncul tampilan utama Sentra Produksi yang 

memadukan peta kawasan dengan data sentra produksi: 

Gambar 5. 34 Tampilan Sentra Produksi 

 

Untuk dapat melakukan pemetaan, serta harus login terlebih 

dahulu. User yang sudah melakukan registrasi yang dapat 

melakukan pemetaan. Untuk dapat login, klik lambang berikut 

yang ada di kiri bawah layar, lalu akan muncul jendela login. 
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Setelah berhasil login user dapat melakukan plotting dan 

juga input data dengan gambar icon target yang berwarna merah, 

seperti tergambarkan pada gambar 5.35 di bawah ini. 

Gambar 5. 35 Icon Target Pemetaan Potensi Komoditas 
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Dengan adanya fitur Sentra Produksi, akan meningkatkan 

peluang usaha di kawasan transmigrasi, yang akan berdampak 

pada pengembangan wilayah dan kemajuan ekonomi pada 

kawasan transmigrasi. Sentra produksi juga dapat digunakan 

untuk membuat perencanaan bisnis bagi pihak-pihak yang 

berminat dalam investasi di kawasan transmigrasi, hal ini dapat 

digambarkan pada gambar 5.36 di bawah ini. 

Gambar 5. 36 Data Sentra Produksi yang telah diisi 

 

Peran Transmigran dalam kegiatan pemberdayaan yang 

partisipatif adalah sebagai subjek dan bukan objek. Sebagai 

subjek, kegiatan pemberdayaan berorientasi pada diri 

transmigran, termasuk dalam hal hal tujuan ditetapkan sesuai 

dengan kebutuhan, masalah dan potensi transmigran serta 

pelibatan transmigran dalam setiap tahap dari perencanaan, 

pelaksanaan serta evaluasi sentra produksi hasil transmigran. 
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Sentra Produksi ini merupakan pemetaan komoditas 

unggulan hasil transmigran yang tersebar di seluruh Indonesia 

dengan berbagai macam hasil produk yang dihasilkan. Ke 

depannya setelah mengetahui peta komoditas hasil transmigran 

ini, maka produk ini akan diarahkan menuju E-Commerce/Market 

Place dengan daring online dengan memenuhi kualitas, kuantitas 

dan kontuinitas serta kesiapan dari transmigran sendiri. 

Dengan adanya inovasi aplikasi SIPUKAT ini, semua data 

ketransmigrasian bisa terupload dan tersajikan data-data 

transmigrasi baik data terbaru dan data yang lama akan terinput 

di SIPUKAT. Harapannya aplikasi SIPUKAT ini bisa menjadi BIG 

DATA ketransmigrasian di masa mendatang. 
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Dalam UU No. 29 Tahun 2009, Kawasan Transmigrasi 

didefinisikan sebagai kawasan budidaya yang memiliki fungsi 

sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam sistem 

pengembangan.  

Konsep pembangunan transmigrasi yang berbasis kawasan 

adalah konsep pembangunan transmigrasi yang memiliki 

keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu 

kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. 

Visi pembangunan transmigrasi adalah mewujudkan 

kawasan transmigrasi sebagaimana dituangkan pada PP Nomor 2 

Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Ps.12). 

Dalam tataran operasional, lingkup “Kawasan Transmigrasi” 

merupakan suatu hamparan (kawasan) pembangunan yang 

terletak dalam suatu batas administrasi wilayah yang berpotensi 

untuk dikembangkan sebagai unit kegiatan bisnis berskala 

ekonomi untuk transmigrasi. 

Peran transmigrasi secara nyata telah menunjukkan peran 

yang penting dalam pengembangan wilayah, khususnya daerah-

daerah di luar Pulau Jawa. Dalam pelaksanaan telah berhasil 

mengembangankan sekitar 3000 an lebih Unit Pemukiman 

Transmigrasi (UPT) dengan berbagai infrastrukturnya, 945 di 

antaranya telah berkembang menjadi desa baru. 

Sebagian besar transmigrasi telah berkembang menjadi 

hinterland bagi pusat-pusat kegiatan ekonomi di daerah. 

Transmigrasi telah membangun sarana fisik transportasi berupa 

jalan, jembatan, gorong-gorong dan saluran drainase yang telah 

membuka isolasi yang selama ini tidak tersentuh untuk 

pertumbuhan dan perkembangan daerah. Pembangunan Wilayah 

dan Perencanaan Transmigrasi di era informasi digital diperlukan 

kemudahan akses data ketransmigrasian yaitu melalui Aplikasi 

SIPUKAT.  
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Teknologi informasi dan komunikasi dapat bermanfaat untuk 

mendukung kelancaran mengelola data kawasan transmigrasi 

berbasis teknologi Web GIS, sehingga SIPUKAT ini dapat 

dimanfaatkan secara luas bagi kebijakan publik, investasi usaha 

dan program pembangunan daerah transmigrasi. 
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PENJELASAN UMUM 

Sipukat merupakan basis data yang berbasis Geographic 

Information System (webGIS) generasi baru sebagai bentuk 

inovasi dalam penyajian informasi Tata Ruang dan Profil Kawasan 

Transmigrasi yang dapat diakses oleh Pemangku Kepentingan 

dan masyarakat umum melalui jaringan internet dengan URL 

https://sipukat.kemendesa.go.id. Sipukat dikembangkan oleh 

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi yang berguna sebagai dasar untuk 

pengambilan kebijakan ketransmigrasian. Penyajian Profil 

Kawasan Transmigrasi pada Sipukat diatur dalam beberapa layer 

Peta yang dapat dilakukan Overlay sehingga lebih interaktif. 

Bagaimana cara mengakses Sipukat ? Cara serta langkah-langkah 

akan dipaparkan melalui tahapan sebagai berikut. 

1. Masuk Sipukat 

Sebelum memasuki halaman utama, Anda diharuskan membuka 

browser yang ada pada komputer atau Smartphone anda 

Contohnya: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet 

Explorer, dll  

o Ketikkan alamat url https://sipukat.kemendesa.go.id pada 

address box, atau 
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o Cukup ketikkan Sipukat Kemendesa pada kotak pencarian 

google 

Gambar URL yang diketikkan pada address box browser 
 

Tampilan Halaman Utama Sipukat 
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Pada halaman utama juga berisi informasi mengenai 
Sejarah Sipukat, Nomor Kontak admin, 
dan Manual Book yang bisa di download. Selanjutnya 
ditampilkan beberapa kawasan menarik  
 
Terdapat informasi daftar 52 Kawasan Transmigrasi 
Prioritas Nasional (Pronas) yang muncul pada 
tampilan utama Sipukat yang bisa langsung anda buka. 
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         Dalam bahasan ini, akan dijelaskan secara sederhana tentang 

langkah navigasi yang bisa dilakukan untuk membuka dan 

mengetahui isi materi Peta Terpadu Sipukat 

I. Layer (data Spasial)  

o Arahkan cursor atau sentuh icon Layer untuk 

membuka data spasial yang bisa diakses dan 

ditampilkan dalam halaman utama/ basemap 

Sipukat. Pilih kotak check untuk opsi 

mengaktifkan dan tidak mengaktifkan layer pada Sipukat. 

Berikut daftar layer yang ditampilkan dalam Sipukat 

o Terdapat 2 macam data utama yang 

tersaji yaitu. Layer basemap yang 

merupakan peta dasar yang dapat anda 

pilih, terdiri dari Google Image, World 

Image, dan Topografi 

o Berikutnya layer berisi Data spasial 

ketransmigrasian dan data penunjang 

lain yang bisa diatur tampilannya sesuai 

dengan keinginan anda. 

o Layer tersebut terdiri dari data Polygon 

(Kawasan Transmigrasi, SKP, dll), Layer 

Line (RTSP/ Jalan) dan Layer Point 

(Komoditas Unggulan, Lokasi Wisata, 

dll), serta Layer raster yang berisi hasil 

foto udara resolusi tinggi (contoh: 

Drone Mesuji). 

Peta Terpadu 
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Tampilan Sipukat yang mengaktifkan beberapa Layer 

II. Navigasi Layer Sipukat 

o Sebagai contoh layer kawasan transmigrasi yang 

menjelaskan tentang batas delineasi kawasan transmigrasi 

dan berisi profil kawasan yang dapat anda ketahui dengan 

memilih/ click pada kawasan yang ingin anda ketahui 

Tampilan Sipukat dalam menampilkan informasi Kawasan 

Transmigrasi (Kiri) dan IPT (Kanan) 
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o Ada beberapa tab informasi yang dapat anda ketahui seperti, 

info (informasi Kawasan Transmigrasi), Status Kawasan, 

Video, Penempatan Transmigran, dst 
 

Pada Tab Info lalu pilih NAMA (kawasan Transmigrasi) 

maka secara otomatis akan membuka peta (.pdf) 

penetapan kawasan transmigrasi (contoh: MELOLO) 
 

o Hal tersebut juga berlaku pada layer lain seperti RTSP, RSKP, 

Lokasi Wisata, IPT, dan seterusnya 

 

III. Fitur Pencarian (Search) 

 

o Pilih atau sentuh icon Search 

untuk membuka fitur pencarian 

yang terdiri dari pencarian 

lokasi (nama administrasi atau 

nama kawasan transmigrasi) 

dan pencarian komoditas 

unggulan yang dapat diketik 

dalam kotak yang tersedia, lalu 

pilih Do. 
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Tampilan Sipukat dalam menampilkan Fitur Search 

 

o Pilih atau sentuh icon nama lokasi yang tertera dalam huruf 

merah untuk langsung menuju ke lokasi yang telah dipilih 
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Dalam bahasan ini, akan dijelaskan secara sederhana tentang 

langkah navigasi mengisi dan mencari informasi Sentra Produksi 

I. Pengisiaan Sentra Produksi  

 
Tampilan Sipukat dalam menampilkan Fitur Sentra Produksi 

 

Pengisian Tabel Sentra Produksi dapat dilakukan oleh 

Transmigran atau Pelaku usaha, serta koordinator yang ditunjuk 

oleh PATRI atau Dinas Transmigrasi Daerah.  

Terdapat 2 Cara dalam Pengisian Lokasi Sentra Produksi hasil 

transmigran. 

1. Berada di Lokasi Tempat Usaha 

Syaratnya adalah Anda sebagai Transmigran atau Perwakilan 

Patri yang akan mengisi data harus sedang berada di tempat 

usaha atau lokasi produksi  

Sentra 

PPProduksi 



 

  

SIPUKAT  

o Pastikan anda sedang berada di tempat lokasi usaha anda, 

kemudian buka browser atau google pada komputer atau 

smartphone anda, kemudian buka atau ketik 

sipukat.kemendesa.go.id, selanjutnya pilih atau buka sentra 

produksi  

o Kemudian pilih icon Rumah dan 

Pohon (berada di pojok kanan 

bawah tampilan layar anda) untuk 

memunculkan Plotting Point yang 

berbentuk gambar target berwarna 

merah yang akan muncul di tengah-

tengah tampilan layar komputer 

atau smartphone anda 

o Namun sebelumnya anda perlu Login dengan memasukkan 

User dan Password untuk meningkatkan keamanan data. 
 

User dan Password dapat anda peroleh dengan cara 

menghubungi call center/ Whatsapp atau email yang 

dapat dilihat di Halaman Utama Sipukat 

(WA: 0822 6100 2045) 

Tampilan Sentra Produksi Login User dan Parsword sebelum 

Plotting Lokasi 
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o Setelah Login Berhasil, maka akan muncul Gambar Target 

berwarna merah yang berada di tengah-tengah tampilan 

layar komputer atau smartphone anda. Target tersebut 

berfungsi untuk “membidik” lokasi tempat produksi anda 

 

 
Tampilan Gambar Target yang muncul pada Sentra Produksi 

setelah Login 

 

o Setelah Gambar Target muncul, 

kemudian pilih icon anak panah di pojok 

kanan bawah tampilan layar anda untuk 

mengarahkan peta pada lokasi anda 

sekarang berada 
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Jika anda memakai smartphone, pastikan GPS/ Location/ Lokasi 

sudah diaktifkan  

o Jika anda memakai komputer jika muncul Pemberitahuan 

seperti gambar dibawah maka pilih Izinkan/ Allow 

 
 

 

o Jika berhasil maka ditandai dengan 

munculnya titik berwarna biru dan peta 

akan otomatis bergeser menunjukkan anda 

sedang berada, serta pada icon anak panah 

akan aktif atau berwarna oranye 

 

 

Tampilan Gambar titik lokasi 
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o Selanjutnya anda perlu zoom in atau memperbesar tampilan 

peta tersebut sampai terlihat rumah-rumah atau pemukiman 

secara lebih jelas sehingga anda yakin dan dapat memastikan 

Titik Biru yang sebelumnya sudah muncul adalah lokasi 

sekarang anda tepat berada 

o Kemudian anda bisa geser-geser tampilan peta untuk 

menempatkan Logo Target (warna merah) pada Titik Biru 

atau pada rumah atau tempat lokasi usaha anda 

 
Tampilan Peta Sipukat setelah di-zoom-in (terlihat atap-atap 

rumah) 

 

o Setalah anda yakin Logo Target sudah mengarah pada lokasi 

tempat usaha anda, kemudian anda bisa pilih/ click pada Logo 

Target tersebut, maka akan muncul Tabel isian komoditas 

yang perlu anda isi 
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Tampilan Tabel isian komoditas Sentra Produksi 

 

o Setelah selesai mengisi, kemudian simpan dengan pilih SAVE, 

kemudian otomatis akan muncul icon rumah dan pohon yang 

menandakan data anda sudah masuk dan berhasil 

o Anda masih bisa memperbaiki atau mengganti data anda 

dengan pilih lokasi anda (icon rumah dan pohon) lalu pilih 

UPDATE, kemudian masukkan password Login 

 

2. Penggunaan ID DESA 

Pengisian dengan cara ini dapat anda lakukan meskipun tidak 

sedang berada di lokasi usaha anda namun dengan syarat anda 

sebagai yang akan mengisi data mengetahui alamat (Desa/ 

Kecamatan/ Kabupaten) keberadaan tempat lokasi usaha anda 

o Buka browser atau google pada komputer atau smartphone 

anda, kemudian buka atau ketik sipukat.kemendesa.go.id, 

selanjutnya pilih atau buka sentra produksi 

o Pilih icon Tanda Tanya (?) pada menu yang tersedia, jika 

menu belum muncul silahkan pilih/ click Menu 
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Tampilan Tombol Menu dan Tanda tanya untuk memasukkan ID 

DESA 

 

o Setelah icon Tanda Tanya (?) 

dipilih akan muncul Panduan 

mencari nama Desa, kemudian 

ketikkan nama desa lokasi tempat 

usaha anda pada kotak Nama 

Desa yang sudah tersedia, lalu 

pilih Cari. (langsung ketik nama 

desa tanpa kata “desa”)  

Contoh: sungai bulan 

(karena ada kemungkinan kesamaan dengan nama desa di 

lokasi lain, ketik nama desa dilanjutkan nama kecamatan & 

kebupaten dengan batas [spasi]) 

Contoh: desa[spasi]kecamatan[spasi]kabupaten 

sungai bulan   sungai raya   kubu raya  
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o Jika nama desa berhasil ditemukan maka akan muncul nama 

desa beserta angka kode desa, kemudian cek alamat yang 

paling sesuai, lalu pilih/ click pada kode desa (berwarna 

merah) maka Peta akan otomatis menampilkan lokasi desa 

Tampilan menu pencarian Desa 

 

o Setelah tampilan peta menunjukkan lokasi desa yang sudah 

anda pilih, selanjutnya anda bisa membesarkan tampilan peta 

atau lakukan Zoom in dengan menekan tanda Plus di pojok 

kanan bawah, sehingga terlihat tampilan2 rumah yang 

menunjukkan lokasi sentra produksi yang ingin ada masukkan 

datanya 

o Setelah menemukan rumah atau lokasi sentra produksi anda, 

silahkan pilih/ click pada icon Rumah dan Pohon yang 

tersedia di pojok kanan bawah, kemudian Login dengan 

memasukkan username dan password yang sudah anda 

peroleh 

o Setelah berhasil Login maka akan muncul Gambar Target 

berwarna merah yang muncul di tengah-tengah tampilan peta 

anda, kemudian arahkan/ geser tampilan peta atau rumah 

lokasi usaha anda menuju gambar target tersebut 
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o Pilih/ click gambar target tersebut, kemudian akan muncul 

tabel Informasi Sentra Produksi yang dapat anda isi, lalu pilih/ 

click SAVE setelah anda selesai mengisi 

o Anda masih bisa memperbaiki atau mengganti data anda 

dengan pilih lokasi anda (icon rumah dan pohon) lalu pilih 

UPDATE, kemudian masukkan password Login. 

 

II. Informasi Sentra Produksi  

Pencarian Informasi Sentra Produksi dapat berguna bagi 

anda sebagai investor atau anda yang ingin bekerjasama secara 

langsung atau menginginkan produk jadi yang dihasilkan 

transmigran/ PATRI. 

 

    
Tampilan Menu Pencarian Sentra Produksi – PATRI 
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o Pertama anda perlu membuka 

menu pencarian, jika menu 

pencarian belum tampil, 

silahkan pilih tombol Menu 

(disamping Tulisan Sentra 

Produksi-PATRI)  

o Anda diberikan 2 pilihan untuk 

mencari informasi yaitu anda 

bisa mencari berdasarkan Area 

(administrasi) dan Komoditi 

(Produk yang dihasilkan) 

o Pilih salah satu sentra produksi yang anda ingin ketahui, 

kemudian peta akan otomatis mengarahkan anda menuju 

rumah atau tempat usaha sentra produksi yang anda pilih 

o Pilih Icon Rumah dan Pohon yang tampil pada peta untuk 

membuka informasi pada sentra Produksi tersebut 
 

 

 

 

 

Transpolitan dan Patri pada halaman utama sipukat 

menampilkan informasi mendalam tentang Strategi 

Pengembangan Transpolitan melalui Sipukat dan 

Perhimpunan Anak Transmigran Republik Indonesia 

(PATRI), kedua informasi tersebut bisa langsung anda akses 

dengan cara click/ pilih pada gambar tombol yang tersedia. 

 

 

  

Transpolitan Patri 
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